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Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Brebes yang rendah 
sehingga Tenaga Kerja Asing sangat dibutuhkan. Data yang diperoleh dari 
Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Kabupaten Brebes menunjukan 37 
Tenaga Kerja Asing yang ada. Sehingga mengharuskan adanya penegakan 
hukum dari tenaga pengawas sebagai penyidik pegawai negeri sipil yaitu 
Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pekalongan.   
Penelitian ini bertujuan (1) Mendeskripsikan peran Satuan 
Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pekalongan (Disnakertrans Provinsi 
Jawa Tengah) (2) Mengkaji kendala yang dihadapi oleh Satuan Pengawasan 
Ketenagakerjaan Wilayah Pekalongan (Disnakertrans Provinsi Jawa 
Tengah) dalam melakukan pengawasan kepada Tenaga Kerja Asing di 
Kabupaten Brebes.  
Jenis Penelitian adalah Penelitian Lapangan (Filed Research) yaitu 
penelitian yang menggunakan data primer pendekatan yang digunakan 
Normatif-Empiris teknik pengumpulan datanya melalui observasi  serta 
dianalisis secara kualitatif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kendala bagi Satuan 
Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pekalongan dalam mengawasi 
Tenaga Kerja Asing Di Kabupaten Brebes salah satunya yaitu tidak adanya 
surat keputuasan penunjukan Tenaga Kerja Asing pendamping bagi tenaga 
domestic yang dikeluarkan oleh perusahaan. Serta ketidaksinkronan data 
antara dinas perindutrian Kabupaten Brebes dengan Satuan Pengawasan 
Ketenagakerjaan Wilayah Pekalongan.  
Berdasarkan Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan 
informasi dan masukan bagi mahasiswa,akademisi,praktisi,dan semua 
pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas 
Pancasakti Tegal  








The quality of human resources in Brebes Regency is low so that 
foreign workers are needed. Data obtained from the Department of 
Manpower Industry of Brebes Regency shows that there are 37 existing 
foreign workers. So that it requires law enforcement from supervisory staff 
as civil servant investigators, namely the Pekalongan Region Employment 
Supervision Unit. 
This study aims (1) to describe the role of the Pekalongan Regional 
Employment Supervision Unit (Central Java Province Disnakertrans) (2) to 
examine the obstacles faced by the Pekalongan Regional Labor Inspection 
Unit (Central Java Province Manpower and Transmigration Office) in 
supervising foreign workers in Brebes Regency. 
The type of research is Field Research, namely research that uses 
primary data, the approach used is Normative-Empiric data collection 
techniques through observation and qualitatively analyzed. 
The results of this study indicate that there are obstacles for the 
Pekalongan Regional Employment Supervision Unit in supervising foreign 
workers in Brebes Regency, one of which is the absence of a decision letter 
on the appointment of foreign workers accompanying domestic workers 
issued by the company. As well as the asynchronous data between the 
Brebes Regency Industry Service and the Pekalongan Regional Labor 
Inspection Unit. 
Based on the results of this study, it is hoped that it will become 
information and input for students, academics, practitioners, and all parties 
in need in the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal. 
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A. Latar Belakang 
Tenaga Kerja yaitu seseorang yang dapat melakukan suatu 
pekerjaan sehingga dapat menghasilkan barang atau jasa dari suatu 
pekerjaan yang telah dilakukannya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri 
ataupun kebutuhan lingkungan masyarakat. Hukum ketenagakerjaan diatur 
didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Hukum 
Ketenagakerjaan.1 Negara menjamin atas pekerjaan yang layak bagi 
kemanusiaan agar semua warga negara Indonesia mendapatkan pekerjaan 
yang patut diterima dan layak sehingga dengan pekerjaan tersebut mereka 
dapat hidup secara layak sebagai manusia yang memiliki hak-haknya yang 
dilindungi oleh hukum.2 Pembangunan Indonesia yang masuk didalam era 
kecanggihan teknologi 4.03 maka akan mempengaruhi perkembangan 
Teknologi Industri yang semakin tahun semakin canggih akan mendorong 
aliran modal dan investasi di berbagai penjuru dunia,termasuk juga  dalam 
bidang hukum ketenagakerjaan yang dapat menimbulkan arus imigrasi atau 
adanya pergerakan tenaga kerja dari berbagai penjuru dunia4, sehingga 
banyak sekali Tenaga Kerja Asing atau TKA masuk ke dalam negara 
                                                          
       1Lalu Husni,Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi,Jakarta:PT Raja Grafindo 
Persada,2006,hlm 27. 
       2 Zainal Asikin,Dasar-Dasar Hukum Perburuhan,Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2010,hlm 
265. 
3Soesi Idayanti et.al,Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Prespektif Pancasila Pada Era 
Revolusi Industi 4.0,Jurnal Jurisprudence Vol ,No 1,2019,hm 92.  






Indonesia untuk mencari pekerjaan dan sebaliknya,banyak pula Tenaga 
Indonesia yang datang keluar negeri untuk mencari pekerjaan. 
Tenaga kerja merupakan faktor utama dalam mendirikan suatu 
perusahaan keberadaan tenaga ahli sangat diperlukan dalam perusahaan 
selain membutuhkan tenaga ahli juga dibutuhkan teknologi-teknologi yang 
canggih untuk mendukung jalannya suatu roda perusahaan,sehingga banyak 
perusahaan yang menggunakan jasa dari tenaga kerja asing untuk 
menjadikan mereka sebagai tenaga kerja ahli5 
Agar Hukum Ketenagakerjaan tetap terjamin penegakannya maka 
perlu sekali adanya Penegakan hukum atau law enforcement memiliki 
pengaruh yang sangat besar dalam menjamin terwujudnya kemanfaatan 
atau doelmatiqheid dari suatu aturan. Tanpa adanya usaha untuk melakukan 
penegakkan hukum secara disiplin dan  tegas maka suatu aturan atau norma 
tersebut tidak berarti,terlebih didalam bidang hukum perburuhan atau 
hukum ketenagakerjaan  pihak-pihak yang terlibat di dalam lingkup hukum 
perburuhan atau hukum ketenagakerjaan  terdiri dari dua subjek hukum 
yang memliki latar belakang berbeda,yaitu secara sosial dan secara 
ekonomis. Oleh sebab itu pihak majikan atau pihak pengusaha cenderung 
kurang konsukuen untuk menjalankan ketentuan perburuhan karena dirinya 
berada pada pihak yang menawarkan ataupun memberikan pekerjaan atau 
pihak yang memiliki modal. Oleh karena itu aparat pengawas perburuhan 
                                                          
       5Jurnal Penelitian Hukum Nina Juwita Sari,Sonhaji,Solechan Implikasi Yuridis Keberadaan 





sebagai penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS  selain melakukan 
pengawasan yang bersifat pencegahan atau bersifat preventif  juga 
melakukan penindakan atau refresif terhadap para pengusaha yang tidak 
mengindahkan hak-hak pekerja meskipun telah diperingati atau diberikan 
pembinaan. Mengingat masalah hukum ketenagakerjaan ini cukup 
kompleks,maka dengan kondisi aparat satuan pengawasan ketenagakerjaan 
yang ada sekarang ini diperlukan peningkatan kualitas ataupun kuantitasnya 
sehingga aparat satuan pengawasan ketenagakerjaan dapat melaksanakan 
tugasnya dengan baik.6Pemerintah tidak hanya mengatur di dalam Undang-
Undang Ketenagakerjaan saja,tetapi juga diatur didalam Peraturan 
Gubernur Jawa Tengah 52 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 
Provinsi Jawa Tengah yang mengatur adanya tugas pokok dan fungsi dari 
satuan pengawasan ketenagakerjaan. Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan 
yang dahulu penempatannya di kabupaten/kota, akan tetapi dengan adanya 
pejabat kabupaten/kota yang semakin banyak memiliki peruasahaan,maka 
tugas dari satuan pengawasan ketenagakerjaan tersebut menjadi tidak 
optimal dikarenakan kedudukan mereka yang lebih rendah dan dengan 
adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah yang mulai berlaku di tahun 2017, membuat satuan 
pengawas ketenagakerjaan dialihkan ke tingkat provinsi Jawa Tengah, akan 
tetapi dengan banyaknya perusahaan yang harus diawasi dan jumlah dari 
                                                          





aparat pengawas ketenagakerjaan sangat terbatas,maka penempatannya di 
berbagai kota yang dahulunya adalah karasidenan. Dengan wilayah kerja 
yang berbeda-beda,salah satunya adalah Satuan Pengawasan 
Ketenagakerjaan Wilayah Pekalongan dengan tempat kedudukan di Kota 
Pekalongan yang wilayah kerjanya meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten 
Pekalongan, Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten 
Pemalang, Kabupaten Batang7.  
Dengan adanya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 
2018 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi Jawa Tengah diharapan agar hukum ketenagakerjaan terjamin 
penegakkannya. Pada hal melakukan pengawasan dan penegakan hukum 
ketenagakerjaan khususnya terhadap Tenaga Kerja Asing di Kabupaten 
Brebes maka melibatkan beberapa pihak yang berada di Wilayah Kabupaten 
Brebes,selain dari pihak Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 
Pekalongan (Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah) juga melibatkan Dinas 
Perindustrian Tenaga Kerja Kabupaten Brebes dan Perusahaan-perusahaan 
yang menggunakan Tenaga Kerja Asing yang berada didalam Wilayah 
Kabupaten Brebes. Dari data yang telah didapat dan  hasil survei di Dinas 
Perindustrian Tenaga Kerja Kabupaten Brebes per 1 Januari 2021 terdapat 
beberapa perusahaan asing atau perusahaan yang memperkerjakan Tenaga 
Kerja Asing yang ada di Brebes diantaranya yaitu PT Kido Mulia 
                                                          
       7Docplayer.info/59314967-Ruang-lingkup-kerja-dinas-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-





Indonesia,PT Ilsung Utama dan PT Sumber Masanda Jaya dengan jumlah 
total 37 Tenaga Kerja Asing (TKA) yang terdapat di Kabupaten Brebes.  
Seiring dengan berkembangnya teknologi industrial dan globalisasi 
serta perkembangan peraturan hukum ketenagakerjaan yang semakin 
berubah-ubah maka Tenaga Kerja Asing diperbolehkan untuk masuk ke 
Indonesia dan banyak sekali investor asing yang masuk untuk mendirikan 
perusahaannya di Kabupaten Brebes dengan alasan upah yang harus 
dibayarkan kepada Tenaga Kerja lebih sedikit bila dibandingkan mereka 
mendirikan perusahaan di kota besar. Selain  itu dalam menjalankan 
tugasnya Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pekalongan 
(Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah) menemukan beberapa kendala untuk 
menghadapi Tenaga Kerja Asing yang terdapat di Wilayah Kerja Kabupaten 
Brebes. Sebagai salah satu cohtoh yaitu dengan rendahnya tingkat 
pendidikan yang menimbulkan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia 
yang ada di Kabupaten Brebes,sehingga untuk melakukan pekerjaan yang 
membutuhkan tenaga ahli di suatu perusahaan,maka diperlukan adanya 
Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Brebes yang masuk dan bekerja 
di Kabupaten Brebes, tetapi dengan adanya Tenaga Kerja Asing (TKA) 
sehingga  banyak melakukan pekerjaan diperusahaan-perusahaan yang 
terdapat di Kabupaten Brebes. Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan 
mengalami kendala pada saat melakukan pengawasan karena Tenaga Kerja 
Asing merupakan  lingkup kerja dari Satuan Pengawas Ketenagakerjaan 





Kabupaten Brebes Tenaga Kerja Asing hanya membutuhkan RPTKA 
(Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) yang dikeluarkan oleh 
perusahaan sehingga akan semakin mempersempit pengawasan Satuan 
Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pekalongan (Disnankertrans 
Provinsi Jawa Tengah) dalam mengawasi Tenaga Kerja Asing yang ada di 
Kabupaten Brebes dalam menjalankan tugasnya,selain itu permasalahan 
yang terjadi di Kabupaten Brebes yaitu adanya ketidak sinkronan data 
antara Dinas Perindustrian Ketenagakerjaan Kabupaten Brebes dengan 
Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pekalongan (Disnakertrans 
Provinsi Jawa Tengah) dalam menangani kasus Tenaga Kerja Asing di 
Kabupaten Brebes, adanya ketidak sadaran dari Tenaga Kerja Asing untuk 
melaporkan keberadaan dirinya ke dinas yang bersangkutan menjadi 
kendala dalam hal pengawasan.  
Melihat fenomena tersebut,pemerintah dalam hal ini juga 
pemerintah Daerah perlu melakukan upaya konkrit untuk  dapat melindungi 
para tenaga kerja serta melindungi kepentingan seluruh warga negara 
Indonesia,  
Berdasarkan latar belakang diatas,penulis tertarik meneliti mengenai  
“Peran Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pekalongan 
(Disnakertrans  Provinsi Jawa Tengah) Terhadap Tenaga Kerja Asing 







B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan 
diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang perlu dikaji yaitu sebagai 
berikut: 
1. Bagaimanakah Tugas pokok serta Fungsi dari Satuan Pengawasan 
Ketenagakerjaan Wilayah Pekalongan (Disnakertans Provinsi Jawa 
Tengah) khusunya dalam mengawasi Tenaga Kerja Asing di Kabupaten 
Brebes? 
2. Bagaimana kendala yang dihadapi serta proses penegakan hukum oleh 
Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pekalongan 
(Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah) terhadap Tenaga Kerja Asing di 
Kabupaten Brebes?  
C. Tujuan Penelitian  
Tujuan  penulis meneliti permasalahan di atas adalah : 
1. Untuk mendeskripsikan tugas pokok serta fungsi dan peran dari Satuan 
Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pekalongan (Disnakertans 
Provinsi Jawa Tengah) Khuhusnya dalam melakukan pengawasan 
terhadap Tenaga Kerja Asing yang ada di Kabupaten Brebes.  
2. Untuk mengkaji hambatan atau kendala apa saja yang dihadapi oleh 
Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pekalongan 
(Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah) dalam melakukan pengawasan 






D. Manfaat Penelitian 
Dari hasil penelitian ini maka diharapkan memiliki kegunaan secara 
teoritis maupun secara praktis: 
1. Kegunaan secara teoritis. 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pembeharuan dalam 
hukum ketenagakerjaan,utamanya dalam kinerja satuan pengawasan 
ketenagakerjaan dalam menjalankan tugasnya.  
2. Kegunaan secara praktis.  
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan serta 
dipergunakan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan di bidang 
hukum ketenagakerjaan untuk melindungi kepentingan tenaga kerja 
secara umum,dan untuk meningkatkan pengawasan kepada seluruh  
Tenaga Kerja Asing yang melakukaan pekerjaan di Indonesia.  
E. Tinjauan Pustaka 
Adapun penelitian ini berdasarkan dari referensi-referensi atau 
penelitian yang telah dibuat sebelumnya. Beberapa penelitian tersebut 
sebagai berikut:   
1. Arum Septianingrum, “Pelaksanaan Pengawasan Satuan Pengawasan 
Ketenagakerjaan Wilayah Semarang Terhadap Tenaga Kerja Asing di 
Kabupaten Semarang”  Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2019. Dalam 
jurnal  hukum ini dipaparkan tentang pelaksanaan dari satuan 





melaksanakan tugasnya untuk mengawasi keberadaan dari Tenaga 
Kerja Asing sehingga memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya 
Tenaga Kerja Asing illegal dan meningkatkan alih keahlian dalam 
mendorong pemerataan kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja lokal 
dengan hambatan yang berupa adanya agen illegal dalam mengurus 
Tenaga Kerja Asing yang berada di wilayah Kabupaten Semarang. 
Penelitian jurnal tersebut menghasilkan bahwa adanya hambatan-
hambatan dalam mengawasi ketenagakerjaan wilayah Kabupaten 
Semarang berupa pihak yang menggunakan jasa dari Tenaga Kerja 
Asing tidak mengurus perpanjangan IMTA (Izin Memperkerjakan 
Tenaga Kerja Asing),kurang adanya peraturan yang spesifik untuk 
berjalannya sistem alih keahlian,tidak tersedianya media pengaduan 
secara online untuk masyarakat Kabupaten Semarang,adanya 
pengalihan pengawas pegawai penyidik ke Provinsi akan lebih 
mempersulit koordinasi dengan pemerintah daerah karena 
membutuhkan waktu yang sangat lama8. Sedangkan skripsi yang saya 
buat menjelaskan tentang peran dari satuan pengawasan  
ketenagakerjaan yang ada di wilayah Pekalongan dalam mengawasi 
(TKA ) Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Brebes,dalam hal ini 
memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu membahas 
tentang peran satuan pengawasan ketenagakerjaan dalam mengawasi 
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(TKA) Tenaga Kerja Asing  yang melakukan pekerjaannya  di Jawa 
Tengah serta pada masing-masing wilayah kerja yang berbeda  
berdasarkan kebijakan yang ada. Sedangkan perbedaannya yaitu pada 
skripsi yang saya tulis terdapat ketidak sinambungan data yang dimiliki 
antara Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Kabupaten Brebes 
dengan Satuan Pengawasan Tenaga Kerjaan Wilayah Pekalongan 
(Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah) dalam mengawasi Tenaga Kerja 
Asing,dan dengan adanya Sumber Daya Manusia di Kabupaten Brebes  
yang sangat rendah di Kabupaten Brebes maka keberadaan Tenaga 
Kerja Asing atau TKA sangat di butuhkan di Kabupaten Brebes. Di 
dalam penelitian sebelumnya hanya fokus dibahas tentang peran dari 
Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Semarang tanpa 
membahas tentang penegakan hukum ketenagakerjaan terhadap Tenaga 
Kerja Asing yang terdapat di wilayah kabupaten Semarang,sedangkan 
skripsi yang saya buat tidak hanya membahas mengenai peran dari 
Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan saja,melainkan juga membahas 
mengenai penegakan hukum yang harus di lakukan oleh Satuan 
Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap TKA atau Tenaga Kerja Asing  
yang berada di wilayah  Kabupaten Brebes. 
2. Peko Laksono, “Pengawasan Perizinan Tenaga Kerja Asing” Fakultas 
Ilmu Hukum Universitas Bengkulu, Tahun 2018. Dalam jurnal hukum 
ini dipaparkan untuk mengetahui serta mengkaji bagaimana 





pengawasan terhadap TKA (Tenaga Kerja Asing) yang ada di wilayah 
Kabupaten Lebong serta penegakkan hukum terhadap TKA (Tenaga 
Kerja Asing) yang bekerja di Kabupaten Lebong yang dilakukan oleh 
Tim Pora. Dan dari penelitian jurnal hukum ini menghasilkan kurang 
berperannya Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan 
terhadap TKA (Tenaga Kerja Asing) di Kabupaten Lebong serta 
kurangnya adanya keterbukaan dari pihak perusahaan asing dengan 
Dinas Ketenagakerjaanyang ada di Provinsi Bengkulu9. Sedangkan 
skripsi yang saya buat menjelaskan tentang peranan satuan  
ketenagakerjaan wilayah Pekalongan dalam mengawasi (TKA ) Tenaga 
Kerja Asing yang berada di wilayah Kabupaten Brebes,dalam hal ini 
memiliki kesamaan dan  perbedaan,kesamaannya yaitu membahas 
tentang peran satuan pengawasan ketenagakerjaan dalam mengawasi 
(TKA) Tenaga Kerja Asing  yang ada di Indonesia untuk melakukan 
pekerjaannya dan terdapat pada  masing-masing wilayah kerja yang 
berbeda  berdasarkan kebijakan yang ada,sedangkan perbedaannya 
yaitu dalam skripsi sebelumnya dibahas lebih spesifik tentang perizinan 
yang dimiliki oleh TKA atau Tenaga Kerja Asing yang ada di wilayah  
Kabupaten Lebong,sedangkan skripsi yang saya tulis membahas 
tentang TKA (Tenaga Kerja Asing) yang lebih luas cangkupannya 
dengan melibatkan Peran dari Satuan Pengawasan  Ketenagakerjaan.  
                                                          






3. Findi Puji Amini, “Peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Brebes Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja di 
Wilayah Kabupaten Brebes”, Fakultas Ilmu Hukum Universitas 
Pancasakti Tegal,2019. Dalam skripsi ini dipaparkan peran dari Dinas 
Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes dalam perlindungan 
hukum ketenagakerjaan di wilayah Brebes beserta hambatan yang 
dihadapi.10 Tentunya memiliki persamaan serta perbedaan dengan 
skripsi yang saya buat pada persamaan terdapat satu pembahasan yaitu 
mengenai ketenagakerjaan di Kabupaten Brebes, Tetapi didalam skripsi 
yang sebelumnya telah dibahas hanya meneliti mengenai 
ketenagakerjaan secara umum, sedangkan skripsi yang saya buat 
menjelaskan tentang peran satuan  ketenagakerjaan wilayah 
Pekalongan dalam mengawasi (TKA ) Tenaga Kerja Asing yang berada 
di wilayah  Kabupaten Brebes.  
4. Osgar Sahim Matompo “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja 
Asing Di Indonesia”,Fakultas HukumUniversitas Palu,Tahun 2020. 
Dalam jurnal ini dipaparkan mengenai perlindungan hukum 
ketenagakerjaan terhadap TKA (Tenaga Kerja Asing) di Indonesia 
sehingga banyak hak-hak yang harus dipenuhi dan diberikan kepada 
TKA (Tenaga Kerja Asing) yang berada di Indonesia serta melakukan 
melakukan pekerjaan di Indonesia sesuai dengan peraturan yang 
                                                          
       10Findi Puji Amini,Peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes dalam 





berlaku,yaitu Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 
200311. Sedangkan pada skripsi yang saya buat membahas tentang 
bagaimana peran dari satuan pengawasan ketenagakerjaan wilayah 
Pekalongan (Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah) terhadap Tenaga 
Kerja Asing yang berada di wilayah Kabupaten Brebes,tentunya pada 
kedua penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan,persamaannya 
yaitu sama-sama membahas mengenai Tenaga Kerja Asing dan 
perbedaannya yaitu jika pada penelitian sebelumnya hanya membahas 
perlindungan hukum dan hak-hak yang dapat diterima oleh TKA 
(Tenaga Kerja Asing) yang keberadanya di Indonesia tetapi di dalam 
skripsi saya membahas mengenai bagaimana peran dari satuan 
pengawasan ketenagakerjaan terhadap Tenaga Kerja Asing yang ada di 
wilayah Kabupaten Brebes.  
F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini yaitu Penelitian Lapangan (Filed Research) yaitu 
penelitian yang menggunakan data primer. Sumber datanya dapat 
diperoleh melalui observasi,penyebaran angket,wawancara,dan 
partisipan12.  
                                                          
       11Osgar Sahim Matompo “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia”,2020 
hlm 12.  
       12Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal 2020, “Buku Panduan Penulisan 
Skripsi Fakultas Hukum”2020 hlm 2. 





Metode yang diterapkan pada penelitian hukum ini yaitu metode 
kulitatif,yaitu prosedur dari penelitian yang dapat menghasilkan data 
deskriptif yaitu data yang berupa tulisan-tulisan atau berupa lisan dari 
orang-orang yang diamati13 Oleh karena itu,pendekatan penelitian 
Kualitatif dipilih oleh penulis berdasarkan dari tujuan yang akan dicapai 
yang ingin mendapatkan gambaran dari peran satuan pengawasan 
ketenagakerjaan wilayah Pekalongan (Disnakertrans Provinsi Jawa 
Tengah) terhadap tenaga kerja asing di Kabupaten Brebes. Sehingga 
untuk mendapatkan untuk data-data penelitian ini penulis harus 
melakukan penelitian lapangan dengan mencari data-data yang ada, 
selain menggunakan data yang ada di lapangan penulis juga berpedoman 
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan serta Undang-undang Cipta Kerja dalam menjalankan 
penelitian, maka penulis harus melakukan pengumpulan data-data yang 
mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis. 
Selain itu,penelitian ini melakukan penguraian fakta-fakta yang ada 
dilapangan yang dilakukan dengan pendekatan lapangan. Dilihat dari 
jenis penelitian maka dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini adalah 
jenis  penelitian deskriptif. Didalam penelitian deskriptif data yang akan 
dikumpulkan berbentuk kata-kata,gambaran bahkan angka. Maka dari 
itu,laporan penelitian akan diberikan hasil dari data-data yang telah 
                                                          
       13Dikutip dari http://repository.radenintan.ac.id/1457/6/Bab_III.pdf. Diakses pada 29 Desember 





diperoleh pada saat melaukan penelitian lapangan untuk dapat memberi 
gambaran pada penyajian laporan yang berasal dari hasil 
wawancara,hasil catatan dari lapangan atau memo dekumentasi lainnya.  
2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan dalam penelitian ini bersifat Normatif-Empiris. 
Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang 
didasarkan dengan data sekunder,sedangkan penelitian empiris data yang 
didapat secara langsung dari penelitian lapangan yang didapat melalui 
observasi,wawancara,atau penyebaran kuisioner.14 Dengan demikian 
pendekatan penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini yaitu 
pendekatan Normatif-Empiris dengan  menggambarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori 
hukum dalam pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan yang 
akan diteliti. Melalui metode ini pula,penulis akan menguraikan dan 
menggambarkan mengenai fakta-fakta yang secara nyata terjadi dalam 
pelaksanaan pengawasan secara hukum terhadap (TKA) Tenaga Kerja 
Asing di Kabupaten Brebes.  
3. Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 
data sekunder. Analisis : deskriptif analisis.  
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a. Data Primer atau data asli yaitu data yang diperoleh secara langsung 
dari sumbernya baik dari hasil wawancara,obeservasi atau angket 
yang telah di dapat dilapangan oleh penulis. 
b. Data sekunder yaitu data yang telah tersedia,atau data yang telah 
diolah/dianalisis. Data sekunder ini meliputi : 
1. Bahan hukum primer : 
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 
autoriatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer 
terdiri dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Hukum Ketenagakerjaan, Peraturan Gubernur Jawa Tengah 
Nomor 52Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah,dan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah yang mulai berlaku di tahun 2017. 
2. Bahan hukum sekunder: 
Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum 
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi 
tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, 
jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan 
pengadilan.   
3. Bahan tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan 





berupa15: Biografi,Ensklopedi,Kamus Umum Bahasa Indonesia, 
Kamus Hukum,Website16 
4. Metode Analisa Data  
Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu 
data yang telah tersusun dalam bentuk kalimat (uraian), dianalisis 
secara terstuktur, runtun, logis. Berdasarkan ketentuan hukum positif, 
asas-asas hukum, kaidah hukum serta dokrin hukum. 
G. Sistematika Penulisan  
Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang 
Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah Tinjauan Penelitian, Manfaat 
Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode  Penelitian, Sistematika Penulisan.  
Bab II Tinjauan Konseptual Tinjauan Umum Tentang Hukum 
Ketenagakerjaan Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Kerja Tinjauan 
Umum Tentang Fungsi Pengawasan, Tinjauan Umum Tentang Penegakan 
Hukum Ketenagakerjaan. 
Bab III mengenai hasil penelitian dan pembahasan, hal ini akan 
menguraikan mengenai rumusan masalah penelitian.  
Bab IV Penutup, menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan 
pembahasan serta saran. 
 
 
                                                          
  15https://m.hukum online.com/berita/baca/lt57399fe1sc462/wajib-baca-6-tips-dasar-penelitian-
hukum/ Diakses pada hari Senin 11 Januari 2021 Pukul 05.00 WIB. 







TINJAUAN KONSEPTUAL  
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ketenagakerjaan.  
1. Landasan Hukum Ketenagakerjaan.  
Hukum ketenagakerjaan adalah bagian dari hukum yang berlaku di 
Indonesia, di dalam Hukum Ketenagakerjaan mengatur tentang 
hubungan antara pekerja dengan pengusaha.Hukum ketenagakerjaan 
sering sekali mengalami permasalahan yang timbul dari berbagai 
macam faktor seperti pendidikan yang rendah,banyaknya jumlah 
pencari pekerjaan dibandingkan dengan jumlah lapangan pekerjaan 
serta kualitas tenaga kerja yang rendah.17Sebagai negara yang 
menjunjung tinggi tentang Hak Asasi Manusia maka Indonesia sangat 
melindungi hak dari setiap warga negaranya termasuk dalam menjamin 
hak setiap para pekerja Indonesia yang diatur didalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28D ayat 2 yang membahas 
mengenai setiap pekerja agar para pekerja mendapatkan dan 
memperoleh pekerjaan yang layak dan memperoleh  upah atau imbalan 
yang layak dari pekerjaan yang telah dilakukannya selain itu juga diatur 
bahwa para pekerja harus mendapatkan perlakuan yang adil dan bebas 
dari perlakukan yang dapat merendahkan harkat dan mertabat dari 
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pemberi kerja.18 Setiap manusia akan berhak bagi dirinya untuk 
mendapatkan pekerjaan yang layak19. Selain diatur didalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia ketenagakerjaan juga diatur 
didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan dikeluarkannya peraturan mengenai ketenagakerjaan 
untuk meningkatkan produktivitas kerja serta daya saling antar pekerja 
baik didalam negeri maupun diluar negeri tujuan adanya peraturan 
mengenai Hukum Ketenagakerjaan pada Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 yaitu untuk memperdayakan tenaga kerja secara manusiawi 
serta secara optimal, pemerataan kesempatan kerja sesuai dengan 
kebutuhan antara nasional dengan kebutuhan daerah,memberikan 
perlindungan terhadap tenaga kerja serta meningkatkan kualitas 
kehidupan bagi para pekerja agar kehidupan mereka mencapai 
kesejahteraan bagi para pekerja.20 Begitu juga didalam Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun Tentang Penyelesian Hubungan Industrial 
Selain diatur didalam Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan juga diatur didalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pembentukan dan Susunan 
                                                          
        
18RizkyPKaro,https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5da91547d777f/perlindungan-
karyawan-dari-ancaman-iharassment Diakses Pada Hari Kamis,11/02/2021 Pukul 08.00 WIB.  
       19http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/suripno-sh-mpd/bahan-ajar-perlindungan-
tenaga-kerja.pdf Diakses Pada Hari Sabtu 13/02/2021 Pukul 5:37 WIB 
       20Ujang Charda S.Karakteristik Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Hukum 
Ketenagakerjaan http://www.sthb.ac.id/ejournal/index.php/jwy/article/viewFile/86/68 Diakses 





Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasal 3 dan berdasarkan 
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2018 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja DinasTenaga Kerja Dan Transmigrasi 
Provinsi Jawa Tengah yang menyebutkan tentang tugas pokok dan fungsi 
dari Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan serta wewenang yang dimiliki 
oleh satuan pengawasan ketenagakerjaan khususnya diwilayah Jawa 
Tengah. Hukum ketenagakerjaan memiliki beberapa asas didalamnya 
yang meliputi: 
1. Pembangunan hukum ketenagakerjaan didasarkan pada 
Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
2. Pembangunan dari hukum ketenagakerjaan memiliki tujuan 
untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan. 
3. Pembangunan dari hukum ketenagakerjaan di dasarkan atas 
asas keterpaduan antara pemerintah yang ada di pusat dengan 
pemerintah yang ada di daerah.21  
Didalam hukum ketenagakerjaan terdapat hak-hak yang harus 
dibatasi antara pekerja dengan pengusaha setelah adanya suatu  
perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu pekerja 
dengan pengusaha. Dengan demikian jelas bahwa hubungan kerja 
terjadi karena ada perjanjian kerja antara pekerja dengan 
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pengusaha,pekerja menyatakan kesanggupannya untuk melakukan 
pekerjaannya pada pengusaha dengan menerima upah yang telah 
disepakati oleh kedua belah pihak dan pengusaha menerima 
kesanggupannya untuk memperkerjakan pekerja dengan membayarkan 
upahnya.22Dengan demikian hubungan kerja akan terjadi karena adanya 
perjanjian kerja yang memuat suatu hak dan kewajiban antara pihak satu 
dengan pihak yang lainnya. Dalam hukum ketenagakerjaan terdapat dua 
unsur didalamnya,yaitu tenaga kerja atau buruh dengan pengusaha atau 
pemberi kerja, berikut adalah pengertian dari tenaga kerja/buruh dan 
pengusaha/pemberi kerja:  
a. Pengertian Tenaga Kerja. 
Tenaga Kerja merupakan seseorang yang menerima pekerjaan 
sehingga dapat melakukan suatu pekerjaan atau mengerjakan 
sesuatu pekerjaan baik diluar maupun didalam hubungan kerja. 
Sedangkan pengertian buruh mempunyai pengertian tersendiri yaitu 
orang yang melakukan pekerjaan untuk orang lain dan mendapatkan 
imbalan berupa upah dari hasil pekerjaan yang telah 
dilakukan,istilah buruh memiliki arti pekerja kasar yang lebih 
mengutamakan melakukan pekerjaannya dengan menggunakan otot 
atau tenaga dibandingan dengan menggunakan otak atau pikiran 
sedangkan tenaga kerja memiliki arti yang lebih tinggi jika 
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dibandingkan dengan buruh meskipun pada intinya mereka sama-
sama melakukan suatu pekerjaan23 
b. Pengertian Pengusaha/Pemberi Kerja. 
Pengusaha atau pemberi kerja merupakan orang atau badan 
hukum yang berbentuk apapun yang menjalankan perusahaan atau 
menyuruh pihak lain untuk menjalankan suatu perusahaan dalam 
kegiatan usaha atau melakukan pekerjaan akan menghasilkan barang 
atau jasa,mengimpor atau mengekspor barang bahkan melakukan 
dan memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Sebuah perusahaan 
merupakan tiang perekonomian bagi rakyat khususnya bagi mereka 
yang tidak bekerja disektor pemerintah sehingga perusahaan 
menjadi harapan bagi mereka untuk mendapatkan suatu 
perusahaan,permasalahan pencari kerja yang sangat banyak dan 
pemerintah belum dapat menangani semua permasalahan tersebut 
maka dengan adanya perusahaan akan sangat membantu bagi 
mereka yang mencari pekerjaan.24  
Didalam perusahaan terdapat pemberi kerja atau pengusaha yang 
dapat melakukan dan menjalankan perusahaannya sendiri atau dapat 
dibantu oleh beberapa orang dengan cara kerjasama. Adapun 
pembantu pengusaha dibagi menjadi dua jenis,yaitu: 
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a. Pembantu didalam perusahaan seperti pelayan toko,penjaga 
toko,pengurus finansial dan pemimpin perusahaan. 
b. Pembantu diluar perusahaan salah satu contohnya adalah agen 
perusahaan,pengacara dan notaris. Orang-orang yang 
membantu perusahaan dalam menjalankan perusahaan mereka 
berhak untuk mendapatkan upah atau gaji sesuai dengan 
kedudukan atau posisi mereka di perusahaan tersebut.25 
2. Pengertian Perjanjian Kerja.  
Perjanjian Kerja didalam Bahasa Belanda yaitu 
Arbeidsoverenkoms yang memiliki arti didalam Bahasa Indonesia yaitu 
suatu perjanjian dimana pihak kesatu atau buruh dan pekerja memiliki 
ikatan sehingga antara pihak buruh atau pekerja dengan pengusaha 
terdapat syarat-syarat serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi 
antara pihak pemberi kerja maupun penerima kerja atau tenaga kerja.26 
Perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk lisan maupun tulisan. Secara 
normative berbentuk tertulis menjamin kepastian hak serta kaewajiban 
para pihak,sehingga apabila terjadi perselisihan akan membantu dalam 
proses pembuktian.  
Jangka waktu dalam perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu 
tertentu bagi hubungan kerja yang dibatasi jangka waktu berlakunya 
dan waktu tidak tertentu bagi hubungan kerja yang tidak dibatasi jangka 
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waktu berlakunya atau selesainya pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja 
terdiri dari beberapa macam,yaitu:  
a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). 
   Perjanjian Kerja terdiri dari perjanjian kerja waktu 
tertentu,yaitu perjanjian kerja yang dilakukan antara tenaga dengan 
pemberi kerja atau pengusaha untuk mengadakan suatu hubungan 
kerja dalam waktu yang telah ditentukan atau untuk pekerjaan 
tertentu yang disebut dengan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu) pada perjanjian kerja waktu tertentu dapat dibuat 
berdasarkan jangka waktu dan berdasarkan dengan selesainya 
suatu pekerjaan,perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang 
diadakan atas dasar jangka waktu yang telah ditentukan dapat 
diadakan lebih dari 2 (dua) tahun dan dapat pula diperpanjang lebih 
dari 1 (satu ) kali untuk jangka waktu lebih dari satu tahun,bagi 
pengusaha yang akan memperpanjang perjanjian kerja waktu 
tertentu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjan waktu tertentu 
akan berakhir. Pada pembeharuan perjanjian kerja waktu tertentu 
dapat diadakan tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari dari 
berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu,pembaharuan 
perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diadakan dari 1 (satu) 







b. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. 
Perjanjian kerja waktu tidak tertentu, yaitu perjanjian kerja 
yang mengadakan hubungan kerja tetap antara pekerja dan 
pengusaha, disebut PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak 
Terbatas) yang harus diselesaikan pada waktu tertentu, yaitu 
pekerjaan yang telah selesai atau memiliki sifat sementara, pekerjaan 
musiman, dan pekerjaan baru. Pekerjaan yang berhubungan dengan 
produk atau aktivitas baru membutuhkan waktu untuk eksperimen 
selesai.27 
c. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja  
Hak didalam Bahasa Inggris sering dinyatakan sebagai hak yang 
berdasarkan undang-undang atau hak hukum atau legal right dan 
dibedakan dari hak yang timbul dari norma yang lainnya. . Parton 
berpendapat bahwa hukum biasanya berarti hak untuk diakui dan 
dilindungi oleh hukum. Didalam hukum ketenagakerjaan Tenaga 
kerja memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan 
nasional khususnya hukum ketenagakerjaan terdapat hak seseorang 
karyawan untuk mendapatkan bayaran dari majikannya dan apabila 
ia tidak dibayar sesuai dengan perjanjian yang telah mereka 
sepakati maka karyawan dapat menggunakan lembaga formal 
                                                          





untuk membantu karyawan tersebut untuk mendapatkan kembali 
haknya atas upah atau bayaran dari majikannya 28    
Sehingga perlindungan bagi pekerja Sangat penting untuk 
melindungi hak-hak pekerja dan agar tidak adanya ketimpangan 
kesejahteraan yang diialami oleh para pekerja sehingga hak-hak para 
pekerja harus diperhatikan. Maka beberapa hak yang dimiliki oleh 
pekerja diantaranya: 
1) Upah atau gaji yang diberikan sesuai dengan perjanjian yang 
telah didepakati oleh pekerja dan pengusaha.  
2) Memberikan fasilitas yang telah disepakati didalam perjanjian 
antara pekerja dengan pengusaha. 
3) Memperlakukan para pekerja dengan perlakukan yang adil 
tanpa menbeda-bedakan para pekerja.  
4) Memberikan penghargaan kepada pekerja yang berprestasi 
didalam melakukan pekerjaan.  
5) Memberikan jaminan kehidupan dan jaminan perlindungan 
keselamatan diri selama melakukan pekerjaan.  
Selain hak-hak yang harus diterima oleh para pekerja maka 
pekerja memiliki kewajiban yang harus dipenuhi selama mereka 
melakukan pekerjaan. Pekerja wajib melakukan pekerjaan sesuai 
dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak 
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dan pekerja  wajib menaati segala peraturan dari pengusaha atau 
majikan apabila29 
pekerja melakukan pelanggaran yang mengakibatkan 
kerugian,kerusakan atau kehilangan dari apa yang telah mereka 
sepakati,maka pekerja wajib membayar ganti rugi kepada 
pengusaha. 
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Kerja.  
1. Pengertian Perlindungan Tenaga Kerja.  
       Dalam menjalankan pekerjaannya tenaga kerja sering mengalami 
risiko yang dihadapi risiko dapat datang dari berbagai hal yang tidak 
terduga tetapi mungkin terjadi oleh pekerja,termasuk didalam hukum 
ketenagakerjaan hampir dapat dipastikan tidak ada pekerjaan yang 
bebas dari sebuah risiko30. Untuk itu terdapat beberapa cara guna 
mencegah terjadinya risiko yang terjadi,yaitu:  
a) Menghindari (avoidance) 
Pekerja dapat lebih berhati-hati pada saat melakukan pekejaannya 
atau bahkan pekerja dapat menjauhkan diri terhadap sesuatu yang 
dapat mendatangkan resiko baginya.  
b) Mencegah (prevention) 
Pekerja dapat melakukan usaha atau bahkan tindakan yang dapat 
mencegah akibat dari suatu resiko yang akan dihadapinya.  
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c) Mengalihkan atau membagi (transfer or distribution) 
Dalam hal ini resiko yang akan timbul dapat diantisipasi dengan 
mentransfer atau berbagi dengan pihak lain yang mau menanggung 
resiko tersebut dengn membuat suatu perjanjian terlebih dahulu.  
d) Menerima (assumption or retention) 
Apapibila suatu pekerja mengalami kerugian dalam melakukan 
pekerjaannya dan biaya yang dibandingkan dengan biaya 
pencegahan, biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar, sehingga 
pekerja memutuskan  dapat menerima resiko yang terjadi pada 
dirinya.31 
 Sehingga perlindungan kerja memiliki tujuan memberikan 
kepastian hak dan melindungi pekerja terkait dengan peraturan kerja 
termasuk istirahat (cuti), jam kerja, dan ngaso. Perlindungan kerja 
merupakan salah satu bentuk pengakuan terhadap hak-hak pekerja 
sebagai manusia yang harus diperlakukan secara wajar dan manusiawi 
dengan memperhatikan keterbatasan fisiknya, sehingga 
harusdiperhatikan kondisi para pekerja dan diberikan waktu yang cukup 
untuk beristirahat.32  
a. Pekerja Anak. 
Anak merupakan setiap orang yang berusia di bawah 18 
(delapan belas) tahun dan sebuah perusahaan dilarang untuk 
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memperkerjakan anak,namun terdapat pengecualian untuk suatu 
perusahaan mempekerjakan anak,yaitu apabila anak tersebut 
berumur diantara 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun 
melakukan pekerjaan ringan tanpa mengganggu perkembangan fisik 
dan mentalnya maupun lingkungan sosialnya bagi pengusaha yang 
memperkerjakan anak maka mereka harus memiliki izin tertulis dari 
orang tua atau wali, kesepakatan antara orang tua dan pengusaha, 
tidak mengganggu waktu belajar dari anak tersebut serta waktu 
bekerja hanya dibatasi selama 3 jam.  Tentunya pekerjaan yang 
diberikan kepada anak tidak membahayakan bagi kesehatan dari 
anak tersebut sehingga seorang pengusaha tidak boleh memberikan 
pekerjaan yang mengandung bahaya kimia yang akan 
membahayakan kesehatan dan keselamatan bagi pekerja anak.   
b. Pekerja Wanita. 
Bagi pekerja perempuan memiliki batasan mereka yang 
berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dilarang melakukan suatu 
pekerjaan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 selain itu 
pengusaha tidak diperbolehkan untuk memperkerjakan wanita 
dalam kondisi hamil yang akan membahayakan bagi perkembangan 
kandungannya maupun dirinya sendiri. Pada pengaturan 
ketenagakerjaan atau pekerja perempuan dalam “Human Resources 
Law” atau hukum ketenagakerjaan telah banyak mengalami 





bekerja pada malam hari, kecuali sifat pekerjaan tersebut harus 
dilakukan oleh perempuan setelah mendapat izin dari instansi yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Selain itu, Khusus 
bagi pekerja wanita mendapat perlindungan khusus dibandingkan 
dengan pekerja pria. Hak khusus perempuan adalah hak yang harus 
diperoleh perempuan, karena perempuan mengalami menstruasi 
setiap bulan dan dinaturalisasi ketika menikah.akan mengalami 
hamil serta melahirkan seorang anak,maka pekerja wanita 
diperlakukan lebih spesial jika dibandingkan dengan pekerja pria. 
Jika pekerja wanita mengalami rasa sakit pada saat haid maka 
pekerja wanita tersebut berhak untuk memberitahukan kepada 
pengusaha agar diberikan cuti dihari pertama dan hari kedua pekerja 
wanita mengalami haid. Selain itu untuk pekerja wanita  dalam 
kedaan hamil, pekerja berhak mengambil cuti 1,5 bulan sesuai 
perhitungan dokter kandungan atau bidan setelah melahirkan. Bagi 
pekerja perempuan yang anaknya masi memerlukan ASI (Air Susu 
Ibu) maka pekerja tersebut harus diberikan waktu cuti selayaknya 
untuk memberikan ASI (Air Susu Ibu) kepada anaknya jika hal 
tersebut dilakukan selama waktu kerja berlangsung.33 
c. Waktu Kerja dan Istirahat.  
Pekerja merupakan manusia pada umumnya yang 
memerlukan waktu untuk beristirahat,sehingga untuk menjaga 
                                                          





kesehatannya harus ada batasan waktu kerja dan harus diberikan hak 
untuk melakukan istirahat. Setiap pengusaha wajib melakukan 
ketentuan waktu kerja 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 
hari kerja didalam satu minggu atau bisa juga mempekerjakan para 
pekerja dengan kurun waktu 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu 
didalam 5 hari kerja 1 minggu. Apabila pengusaha melanggar 
ketentuan tersebut atau melebihi batas waktu kerja maka pengusaha 
tersebut wajib memberikan upah kerja lembur sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu 
pengusaha juga wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada 
para pekerja.34 
d. Perlindungan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3).  
Perlindungan Keselamatan Kesehatan Kerja atau K3 
merupakan perlindungan yang dilakukan oleh pengusaha kepada 
yang dapat menimpa tenaga kerja pada saat melakukan pekerjaan 
yang ditimbulkan dari alat-alat atau bahan-bahan yang 
dipekerjakannya.35Karena perlindungan Keselamatan Kesehatan 
Kerja pokok yang pentig didalam hukum ketenagakerjaan sehingga 
jenis perlindungan kerja terebut  sering sekali dibahas oleh ILO atau 
organisasi buruh tingkat internasional. Tujuan dari adanya 
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perlindungan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) yaitu untuk 
menjaga keselamatan dan kesehatan pada saat melakukan pekerjaan 
dengan adanya perlindungan tersebut maka resiko yang akan 
ditimbulkan pada saat melakukan pekerjaan akan semakin kecil.36 
Terdapat teori tiga faktor utama atau (Three Main Factor Theory) 
menurut teori tersebut dijelaskan bahwa kecelakaan kerja terjadi 
karena tiga factor penyebab,tiga faktor tersebut dapat diuraikan 
sebagai berikut:  
1) Faktor manusia manusia merupakan factor utama dalam 
penyebab terjadinya kecelakaan kerja didalam factor manusia 
terdapat umur yang dapat mempengaruhi kecelakaan pada saat 
melakukan pekerjaan karena terpengaruh dengan kondisi 
fisik,mental serta pengalaman melakukan pekerjaan dan 
tanggung jawab seseorang tersebut dalam melakukan 
pekerjaan. Selain umur,didalam factor manusia juga terdapat 
jenis kelamin yang mempengaruhi kecelakaan pada saat 
melakukan pekerjaan tentunya perbedaan jenis kelamin antara 
pria dan wanita akan berbeda karena itu beban pekerjaan yang 
diberikan juga berbeda. Sehingga kasus pada kecelakaan kerja 
lebih banyak dialami oleh pekerja wanita dibandingkan 
dengan pekerja pria,selain umur dan jenis kelamin ada juga 
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penggunaan Alat Pelindung Diri atau APD dan juga tingkat 
pendidikan dari manusia itu sendiri,semakin tinggi tingkat 
mendidikan yang diperoleh maka semakin tinggi pula tingkat 
kesadaran mereka menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) 
apa saat melakukan pekerjaan sehingga akan mengurangi 
resiko kecelakaan yang akan terjadi pada saat bekerja.37 
2) Factor lingkungan juga dapat mempengaruhi kecelakaan pada 
saat melakukan pekerjaan,seperti halnya adanya kebisingan di 
lokasi kerja yang dapat mengurangi konsentrasi para 
pekerja,mengganggu pada saat melakukankomunikasi antara 
pekerja satu dengan pekerja lainnya serta dapat menurunkan 
daya dengar. Selain adanya kebisingan didalam lingkungan 
kerja ada pula suhu ruangan yang dapat mempengaruhi 
kecelakaan pada saat melakukan pekerjaan,suhu ruangan yang 
terlalu dingin akan mempengaruhi daya produktivitas para 
pekerja begitu pula suhu ruangan yang terlalu panas akan 
mengakibatkan rasa kantuk yang berlebih pada pekerja 
sehingga mempengaruhi kestabilan kerja dan akan 
meningkatkan kesalahan pada saat melakukan 
pekerjaan,penerangan dan lantai licin juga dapat 
mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja. Karena jika 
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penerangan baik maka tenaga kerja akan melihat obyek yang 
akan dikerjakan secara jelas tetapi jika penerangan buruk maka 
tenaga kerja akan sulit untuk melihat obyek kerja mereka 
sehingga akan mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja 
selain itu jika dilokasi kerja terdapat tumpahan oli,minyak atau 
air maka akan menyebabkan lantai licin dan akan mejadikan 
para pekerja terpeleset sehingga lantai yang diperuntukan bagi 
perusahaan harus dengan lantai yang terbuat dari bahan yang 
keras.  
3) Faktor peralatan juga sangat mempengaruhi kecelakaan 
kerja,kondisi pada mesin dan alat mekanik harus selalu rutin 
diperiksa karena mesin tersebut digunakan setiap hari maka 
peluang terjadinya kerusakan pada mesin akan besar. Apabila 
terjadinya kerusakan pada mesin jika tidak segera diantisipasi 
dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Penataan mesin dan 
peralatan membuatnya lebih aman dan efisien dalam bekerja, 
termasuk penempatan mesin.Semakin jauh jarak mesin dari 
pekerja, semakin aman, dan semakin kecil potensi risiko 
kecelakaan kerja 38  
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2. Perlindungan Upah Tenaga Kerja. 
Upah merupakan pokok terpenting didalam suatu hubungan kerja 
bahkan dapat dikatakan sebagai upah karena tujuan utama dari seorang 
pekerja yang melakukan pekerjaannya kepada orang atau badan hukum 
lain yang memberikan suatu pekerjaan. Seorang Pekerja berhak atas 
penghasilan yang layak. Untuk itu pemerintah ikut serta dalam hal 
pengupahan untuk menetapkan pengupahan yang layak diberikan 
kepada para pekerja. Hak para pekerja atau buruh timbul didalam 
pengupahan apabila berakhirnya hubungan kerja antara pekerja atau 
buruh telah berakhir,39sehingga pengusaha wajib membayarkan upah 
tersebut sesuai dengan kesepakatan. Perwujudan pengupahan yang 
layak dilakukan pemerintah melalui penetapan upah minimum atas 
dasar kebutuhan yang layak pengupahan tersebut didasari atas 
kesepatakan antara pengusaha dengan pekerja.40 Pengupahan 
dibedakan antara upah nominal dan non riil,upah nominal merupakan 
jumlah yang berupa uang sedangkan upah riil yaitu banyaknya jumlah 
barang yang dapat diperolah dari upah itu sendiri akan tetapi 
keberadaan upah riil sangat penting keberadaannya dibandingkan 
dengan upah nominal karena dengan adanya upah riil para pekerja dapat 
menghidupi keluarganya. Selain adanya upah nominal dan upah non riil 
ada juga upah yang berupa uang dan upah yang berupa barang. Upah 
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yang berupa uang pembayarannya harus dilakukan dengan mata uang 
yang berlaku di Indonesia,upah tersebut pembayarannya dapat 
dilakukan dengan mata uang asing tetapi perhitungannya tetap 
dilakukan dengan kurs mata pada saat upah tersebut 
dilakukan,sedangkan jika upah berupa barang yaitu pengupahan yang 
dilakukan berupa makanan,perumahan atau tempat tinggal,jasa dan 
perawatan serta jaminan hari tua41 Didalam Undang-Undang 
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 terdapat asas-asas tentang 
pengupahan,yaitu: 
a. Hak seorang dapat menerima upah apabila pekerja tersebut telah 
menyelesaikan pekerjaannya dan pada saat hubungan kerja 
tersebut telah berakhir. 
b. Upah tidak dapat diterima oleh pekerja apabila pekerja tersebut 
tidak menyesaikan  semua pekerjaannya dengan baik atau dikenal 
dengan istilah no work no pay. 
c. Pekerja atau buruh memiliki hak untuk dapat menerima upah 
yang sama dengan pekerjaan yang memiliki nilai yang sama.  
d. Seorang pengusaha dilarang untuk memberikan upah kepada 
pekerja dengan minimum standar pengupahan yang telah 
disepakati oleh kedua belah pihak.  
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e. Pekerja atau buruh yang melakukan pelanggaran pada saat 
melakukan pekerjaan dapat dikenai denda.  
f. Apabila pengusaha lalai untuk memberikan upah kepada para 
pekerja maka pengusaha tersebut dapat dikenakan denda sesuai 
dengan presentase tertentu dari buruh atau pekerja.  
g. Apabila perusahaan tersebut mengalami kepailitan maka hak-
hak pekerja atau buruh dalam mendapatkan pengupahan harus 
didahulukan pembayarannya.42  
Didalam system pengupahan antara perusahaan satu dengan 
perusahaan lainnya akan berbeda semua akan tergantung pada 
bidang usaha dan jenis pekerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Indonesia mengenal 
adanya 3 sistem pengupahan,diantaranya yaitu: 
1) Upah berdasarkan satuan waktu.   
Pekerja akan dibayarkan berdasarkan waktu 
kerja,sebagai contoh upah harian,mingguan atau bulanan. 
Besarnya jumlah upah juga ditetapkan atas jumlah waktu 
kerja atau dapat pula dihitung dari banyaknya jumlah 
waktu yang dihabiskan untuk melakukan pekerjaan 
seperti halnya upah lembur. Jenis pengupahan ini 
biasanya diterapkan pada system kerja kontrak atau 
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Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PWKT) yang dibuat 
berdasarkan dengan jangka waktu paling lama 2 Tahun 
masa kerja. Sedangkan jika upah harian biasanya 
diterapkan pada pekerja harian lepas yang melakukan 
pekerjaannya paling lama 21 Hari dan dibayarkan jika 
karyawan tersebut masuk kerja. 
2) Upah Berdasarkan Satuan Hasil. 
Pada upah berdasarrkan satuan hasil tidak akan 
dibayarkan berdasarkan waktu kerja melainkan akan 
dibayarkan berdasarkan kuantitas hasil dari pekerjaan 
yang telah ditetapkan berdasarkan satuan hitung. Salah 
satu contoh pengupahan berdasarkan satuan hasil yaitu 
pada Usaha Kecil Menengah atau UKM misalnya pada 
industry kerajinan tangan atau konveksi.  
3) Upah Borongan  
Sistem upah borongan didasarkan pada volume 
pekerjaan tertentuyang sudah disepakati oleh pekerja dan 
pengusaha pada saat perjanjian kerja. upah borongan dapat 
diterapkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau 
PKWTdidasarkan pada selesainya pekerjaan tertentu,yaitu 





sifatnya. System pengupahan ini juga diberlakukan pada 
pekerjaan yang sifatnya lepas dari proyek.43 
Jika didalam pengupahan pengusaha mengalami 
kendala atau keterlambatan dalam pembayaran upah kepada 
pekerja/buruh,maka pengusaha akan dikenakan denda 
dengan presentase 5% per hari keterlambatan dihitung pada 
hari ke -4 sampai hari ke-8 masa kerja,1% per hari 
keterlambatan dihitung dari hari ke-9 dan seterusnya dengan 
catatan perentase tersebut tidak boleh melebihi 50% dari 
upah keseluruhan yang seharusnya dapat diterima oleh 
pekerja dan jika keterlambatan lebih dari 2 bulan maka selain 
pengusaha tersebut harus membayar denda pengusaha juga 
harus membayar bunga.44   
3. Perlindungan Jaminan Sosial. 
Jaminan sosial tenaga kerja merupakan bentuk perlindungan hukum 
yang diberikan kepada pekerja dan kepada keluarganya terhadap resiko 
yang akan dihadapi dari para pekerja. Bentuk jaminan social tenaga kerja 
tenaga kerja diwujudkan,. Selain diatur didalam Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan jaminan social terhadap tenaga 
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kerja juga diatur didalam Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pada jaminan social meliputi45 : 
a. Jaminan kecelakaan kerja (JKK)  dan Jaminan Kematian (JKM). 
Tenaga Kerja pada saat melakukan pekerjaan pasti berdampingan 
dengan adanya resiko yang akan mereka hadapi salah satunya adalah 
resiko kecelakaan kerja yang mengalami kecacatan bahkan 
kematian,yang disebut dengan jaminan kecelakaan kerja atau JKK 
merupakan pelayanan kesehatan yang berupa uang tunai yang akan 
diberikan pada saat pekerja mengalami kecelakaan kerja atau yang 
disebabkan oleh lingkungan pekerjaannya. Iuran dibayarkan oleh 
pengusaha pemberi kerja,besar dari iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 
(JKK) sebesar 0,24% sampai dengan 1,74% dari jumlah upah pekerja46 
Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja akan diberikan kepada para 
pekerja yang belum mencapai usia 56 tahun dan mengalami kecatatan 
atau lumpuh total yang disebabkan karena kecelakaan kerja. Tunjangan 
jaminan Kecelakaan Kerja termasuk dalam biaya 
pemeriksaan,perawatan,transportasi,dan rehabilitasi yang dapat 
diterima oleh pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.47 Sedangkan 
Jaminan Kematian (JKM) akan diberikan kepada ahli waris ketika 
pekerja mengalami kematian yang bukan disebabkan oleh kecelakaan 
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kerja. Iuran Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3% dari gaji karyawan 
perbulan.  
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKN) 
merupakan program yang ada pada Badan Penyelenggaras Jamninan 
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang pembayarannya ditanggung oleh 
perusahaan pemberi kerja yang berbentuk tunjangan. Sehingga iuran 
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kenatian (JKN) 
termasuk kedalam potongan slip gaji para pekerja dan tidak mengurangi 
gaji dari pekerja.48 
b. Jaminan Hari Tua (JHT). 
Jaminan Hari Tua merupakan jaminan yang diberikan kepada 
tenaga kerja pada saat tenaga kerja memasuki masa pensiun,meninggal 
dunia ataupun mengalami cacat total,jaminan Hari Tua diberikan 
kepada tenaga kerja dalam bentuk uang tunai. Yang dapat Jaminan Hari 
Tua adalah semua pekerja yang bekerja diperusahaan maupun bekerja 
di perorangan,Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia 
dengan jangka waktu 6 bulan serta pemberi lapangan kerja.49 Jaminan 
Hari Tua dapat diberikan jika batas waktu kepesertaan mencapai 10 
tahun dan tidak harus menunggu tenaga kerja mencapai usia 
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pensiun,pembayaran Jaminan Hari Tua dapat dibayarkan secara rutin 
sesuai dengan besarnya upah tenaga kerja yang diperoleh50  
c. Jaminan Pensiun (JP). 
Jaminan Pensiun atau JP termasuk dalam sistem jaminan sosial 
terhadap tenaga kerja yang bertujuan untuk memberikan kehidupan 
yang layak bagi tenaga kerja yang sudah memasuki usia pensiun atau 
sudah tidak lagi bekerja. Jaminan tersebut diberikan kepada peserta 
dalam bentuk uang tunai setiap bulannya dengan nilai maksimal 40% 
dari upah yang diterima,selain itu peserta yang dapat menerima jaminan 
pensiun adalah peserta yang memenuhi iuran minimal  (15) lima belas 
tahun yang setara dengan 180 bulan.51  
C. Tinjauan Tentang Fungsi pengawasan. 
1. Pengertian Tentang Fungsi Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja 
Indonesia. 
Aparat pengawas ketenagakerjaan merupakan aparatur pengawas 
atau Pegawai Negeri Sipil yang didebut sebagai pegawai 
pengawas,yaitu pegawai yang ditunjuk langsung oleh Menteri Tenaga 
Kerja berdasarkan dengan surat keputusan,pegawai pengawas memiliki 
kewenangan untuk melakukan memeiksa segala sesuatu yang ada 
didalam perusahaan,meminta keterangan yang dibutuhkan untuk 
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mendapatkan data ketenagakerjaan dan berwenang pula untuk 
mengambil tindakan represif.  
 Pengawasan dimaksudkan agar perusahaan yang tersebut dapat 
berjalan dengan lancar sehingga berkembang menjadi perusahaan yang 
kuat dan tidak mengalami kendala-kendala yang akan ditimbulkan oleh 
pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu 
pengawasan terhadap ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mendidik 
agar para pekerja selalu tunduk dan menjalakan suatu perintah yang 
yang diberikan oleh pengusaha sehingga keamanan dan kestabilan kerja 
akan terjamin.52 
Pengawasan ketenagakerjaan merupakan salah satu yang sangat 
penting dalam penegakan hukum ketenagakerjaan,penerapan 
penegakan hukum ketenagakerjaan merupakan upaya untuk menjaga 
kestabilan antara hak dan kewajiban pekerja dengan pengusaha 
sehingga akan meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan 
kerja.53  
Peran dari pengawasan ketenagakerjaan tidak hanya mengawasi 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan saja,melainkan juga 
memberikan penyuluhan kepada para pekerja,serikat kerja serta para 
pengusaha,tiga tugas pokok yang dimiliki oleh pengawas 
ketenagakerjaan yaitu: 
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a. Memeriksa serta menyelidiki ketentuan-ketentuan yang telah diatur 
didalam perundang-undangan apakah sudah dilaksanakan atau 
diterapkan di suatu perusahaan,jika belum diterapkan maka 
pengawas ketenagakerjaan dapat mengambil langkah atau tindakan 
untuk menjamin pelaksanaannya.  
b. Memberikan bantuan kepada pekerja maupun kepada pengusaha 
dengan memberikan penjelasan secara teknis yang mereka perlukan 
agar mereka tahu bahwa ketentuan peraturan undang-undang harus 
dipatuhi.  
c. Menyelidiki siatuasi ketenagakerjaan yang akan diperlukan 
dikemudian hari untuk melakukan penyusunan suatu rancangan 
peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah.  
Sedangkan menurut Hamdan Mansoer bentuk-bentuk atau tipe dari 
pengawasan yaitu:  
a. Perngawasan Pra Kerja yaitu pengawasan yang memiliki 
sifat mempersiapkan atau antisipasi suatu permasalahan yang 
belum terjadi atau permasalahan yang akan dating akan 
datang yang bertujuan untuk peringatan agar tidak 
melakukan pelanggaran.  
b. Pengawasan semasa kerja yaitu dilakukan disuatu tempat 
terjadinya kesalahan yang telah dilakukan dan dilakukan 
secara langsung agar kesalahan tidak terlalu menyebar ke 





c.  Pengawasan pasca kerja yaitu pengawasan yang dilakukan 
setelah atau sesudah melakukan pekerjaan dan sudah selang 
waktu lama. Tetapi didalam pengawasan pasca kerja 
memiliki kelemahan yaitu akan menimbulkan penyimpangan 
baru yang diketahui setelah semua pekerjaan telah 
selesai,sehingga tidak akan mungkin diperbaiki lagi.54 
Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan dengan cara melakukan 
kunjungan ke berbagai perusahaan-perusahaan untuk 
mengamati,mengawasi hak-hak normative para pekerja yang meliputi: 
pengawasan keselamatan kerja,kesehatan dan keamanan saat 
melakukan pekerjaan,waktu kerja,waktu istirahat,dan hak melakukan 
cuti. Hal tersebut yang menjadi perhatian bagi para pengawas 
ketenagakerjaan. Pengawasan merupakan cara pemerintah untuk 
menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Keberadaan 
pengawas ketenagakerjaan sangat penting bagi para pekerja dan 
pengusaha,karena dengan adanya pengawas ketenagakerjaan maka 
kepentingan social dan ekonomi masyarakat akan terjamin 
keberadaannya selain itu bagi pengusaha adanya pengawas 
ketenagakerjaan akan membatu mereka untuk mendapat penjelasan dari 
pegawai pengawas ketenagakerjaan tentang kewajiban yang harus 
dilakukan oleh para pengusaha menurut undang-undang serta petunjuk 
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penerapannya. Selain memiliki peranan didalam mengawasi 
ketenagakerjaan,keberadaan pengawas ketenagakerjaan juga 
mempunyai fungsi terhadap hukum ketenagakerjaan,yaitu: 
a. Mengawasi dan melakukan pembinaan agar diatatinya peraturan 
hukum ketenagakerjaan. 
b. Memberikan nasehat kepada pengusaha atau serikat pekerja tentang 
hal-hal yang dapat menjamin keadilan didalam hukum 
ketenagakerjaan. 
c. Mengumpulkan data yang didapat dari lapangan tentang keadaan 
hukum ketenagakerjaan untuk menyusun peraturanperundang-
undangan dan kebijakan hukum di bidang ketenagakerjaan.  
Apabila terjadi pelanggaran maka akan melaporkan kepada 
Menteri Tenaga Kerja terkait dengan norma-norma yang telah 
dilanggar serta mengambil langkah-langkah korektif,baik preventif 
maupun represif.55  
2. Fungsi Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing.  
Maraknya Tenaga Kerja Asing yang ada di Indonesia menimbulkan 
banyak persoalan selama mereka menetap di Indonesia. Sehingga 
penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) illegal merupakan salah satu 
persoalan yang sering terjadi di Indonesia. Factor yang dapat 
menyebabkan maraknya Tenaga Kerja Asing berada di Indonesia yaitu: 
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a. Adanya factor kebijakan menggunakan visa sehingga warga 
negara lain banyak yang masuk ke Indonesia untuk menjadi 
Tenaga Kerja di Indonesia,semakin mudah warna negara asing 
masuk ke Indonesia maka semakin meningkat pelanggaran 
keimigrasian yang dilanggar.  
b. Factor keterbukaan investasi di Indonesia yang sehingga untuk 
meningkatkan investasi pemerintah Indonesia mendatangkan 
investor asing beserta tenaga kerja asing.  
c. Adanya pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean yang 
menyebabkan terbukanya arus globalisasi antara negara satu 
dengan negara lainnya dehingga mendatangkan tenaga kerja 
asing.  
Keberadaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dapat dikelompokkan 
menjadi 2 bagian,yaitu tenaga kerja Asing legal (memiliki dokumen-
dokumen resmi) yang merupakan Tenaga Kerja Asing yang memiliki 
dokumen-dokumen resmi seperti halnya dokumen perjalanan,dokumen 
keimigrasian,serta adanya kepemilikan visa yang masih berlaku. 
Selanjutnya ada Tenaga Kerja Asing Ilegal (tanpa disertai adanya 
dokumen resmi) pemberi kerja yang akan menggunakan jasa Tenaga 
Kerja Asing di wilayah perusahaannya harus disertai dengan adanya 
izin tertulis dari menteri atau pejabat yang berwenang memberikan izin 
bagi Tenaga Kerja Asing tersebut. Apabila pemberi kerja tidak 





mempekerjakan Tenaga Kerja Asing illegal sehingga melanggar hukum 
yang dapat menimbulkan sanksi pidana bagi pemberi kerja. Sehingga 
pemberi kerja wajib mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja 
Asing untuk dapat memperoleh izin Memperkerjakan Tenaga Kerja 
Asing. Pelaksanaan pengawasan terhadap Warga Negara Asing 
dilakukan dengan 3 pokok,yaitu pengawasan terhadap keberadaannya 
atau secara immigration dan pengawasan terhadap kegiatan Warga 
Negara Asing selama mereka ada di Indonesia. Tujuan para pemberi 
kerja mendatangkan Tenaga Kerja Asing yaitu untuk memenuhi 
kebutuhan tenaga kerja ahli yang professional dan terampil pada bidang 
tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja local,selain itu 
juga untuk meningkatkan, selanjutnya ada pengawasan non-justisia 
yang menyangkup semua pemeriksaan pelanggaran penggunaan jasa 
Tenaga Kerja Asing,yang ketiga adanya pengawasan represif  pro-
justisia yang mencangkup penyelidikan atas pelanggaran yang telah 
dilakukan oleh Tenaga Kerja Asing.56  
D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Ketenagakerjaan 
1. Pengertian Penegakan Hukum. 
Saat ini keberadaan hukum ketenagakerjaan masih sangat lemah 
penegakannya dikarenakan banyak perusahaan di Indonesia yang 
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masih melanggar norma-norma hukum ketenagakerjaan57 
Penggunaan upaya hukum ketenagakerjaan bertujuan untuk 
mengatasi perrmasalahan social selain itu juga untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat sehingga perlu sekali adanya peran dari 
penegak hukum dalam ketenagakerjaan yang merupakan proses 
dilakukannya untuk tegak dan berfungsinya norma-norma hukum 
secara nyata sebagai pedoman hidup manusia.58. 
Penegakan hukum dapat ditinjau dari subyek hukum maupun dari 
obyek hukum.jika ditinjau dari subyek hukum maka akan dilihat dari 
siapa saja yang telah menjalani segala aturan atau norma hukum 
yang ada tetapi jika dilihat dari obyeknya maka akan dilihat dari 
sumber hukumnya. Sedangkan  Aparatur penegak hukum 
merupakan  institusi penegak hukum atau apparat penegak hukum 
yang terlibat. Aparat penegakan hukum terlibat dalam sebuah 
penegakan hukum mulai dari saksi,polisi,penasihat hukum,Pegawai 
Penyidik Negeri Sipil (PPNS) dengan tugas pokoknya masing-
masing. Dalam hukum ketenagakerjaan apparat yang berwenang 
dalam hal penegakan hukum ketenagakerjaan adalah satuan 
pengawas ketenagakerjaan yang merupakan Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS) karena jika tanpa adanya penegakan hukum didalam 
ketenagakerjaan maka hukum normatif tidak akan memiliki arti 
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Karena itu maka pengawas ketenagakerjaan dalam menjalankan 
tugasnya melakukan pencegahan baik secara preventif maupun 
secara represif.59  
a. Pencegahan hukum yang bersifat preventif  
Pencegahan hukum merupakan perlindungan hukum yang 
dilakukan oleh pemerintah dan  memiliki tujuan untuk 
mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Hal tersebut 
terdapat didalam perundang-undangan dengan maksud agar 
dapat mencegah suatu pelanggaran dan memberikan batasan 
dalam melakukan kebajiban.  
b. Pencegahan hukum yang bersifat represif. 
Dalam perlindungan hukum represif perlindungan akhir yang 
berupa sanksi seperti denda,penjara bahkan hukuman tambahan 
yang diberikan apabila telah terjadi suatu pelanggaran.60 
Menerima pengaduan dari para pekerja yang diperlakukan 
secara tidak adil oleh pengusaha maka pengawas 




                                                          
       59http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf Diakses Pada hari Senin 
25/01/2021 Pukul 13.00 WIB. 
       60Sanusi et al,Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Fidusia,Brebes,Penerbit Diya Media 
Group,2017,hlm215-218. 
          61https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt527b0ec9dcf1f/maksimalkan-fungsi-






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Tugas Pokok dan Fungsi dari Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan 
Wilayah Pekalongan (Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah) Terhadap 
Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Brebes. 
Pengawasan ketenagakerjan merupakan system yang sangat penting 
dalam upaya penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan 
serta menjamin terlaksananya hukum ketenagakerjaan. Penerapan peraturan 
hukum merupakan suatu kesatuan untuk menjaga keseimbangan antara hak 
serta kewajiban.61 Tujuan dibentuknya satuan pengawasan ketenagakerjaan 
yaitu untuk memberikan pengertian tentang norma-norma ketenagakerjaan 
serta hal-hal yang dapat menjamin pelaksanaan peratutan perundang-
undangan ketenagakerjaan baik kepada pemberi kerja maupun kepada 
tenaga kerja62. Dalam melakukan tugasnya pengawas ketenagakerjaan 
wajib merahasiakan segala sesuatu yang menurutnya patut dirahasiakan 
keberadaannya dan wajib untuk tidak menyalah gunakan wewenang yang 
telah diamanatkan kepadanya63.  
Objek pemeriksaan dari satuan pengawasan ketenagakerjaan adalah 
suatu perusahaan berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang 
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memperkerjakan tenaga kerja termasuk dalam keadaan tenaga kerja,kondisi 
kerja serta objek-objek teknis atau peralatan produksi lainnya64. 
Selain itu Pengawasan Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan 
merupakan fungsi public yang memastikan tegaknya hukum 
ketenagakerjaan di wiayah kerja masing dari Satuan Pengawasan 
Ketenagakerjaan. keberadaan Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan 
memiliki peran yang sangat penting bagi hukum ketenagakerjaan salah satu 
peran utamanya yaitu untuk meyakinkan mitra social agar mematuhi 
peraturan perundang-undangan di tempat kerja serta untuk memberikan 
pencegahan yang akan terjadi di tempat kerja sehingga dapat mengurangi 
resiko yang akan dialami oleh tenaga kerja saat melakukan pekerjaan.65  
Keberadaan Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan sangat penting 
dalam hukum ketenagakerjaan,karena melalui satuan pengawasan 
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Sumber: Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014.  
Pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah,penyelenggaraan pengawasan 
ketenagakerjaan menjadi kewenangan pemerintah provinsi,yang 
sebelumnya kewenangan tersebut ada pada pemerintah daerah kabupaten 
atau kota. Sehingga pelaksanaan pengawasan terhadap Tenaga Kerja 
Indonesia maupun  Tenaga Kerja Asing yang ada di Jawa Tengah  dilakukan 
oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Provinsi Jawa Tengah. 
Berdasarkan pada Pasal 2 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 
Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis 
Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Profinsi Jawa Tengah 
yang didalamnya terdapat struktur organisasi yang memiliki kewenangan67 
masing-masing di bidangnya,salah satunya yaitu Satuan Pengawasan 
Ketenagakerjaan Kelas B yang terdiri atas Satuan Pengawasan 
Ketenagakerjaan Wilayah Semarang,Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan 
Wilayah Pati,Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 
Surakarta,Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Magelang,Satuan 
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Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Banyumas dan Satuan Pengawasan 
Ketenagakerjaan Wilayah Pekalongan yang berkedudukan didalam Dinas 
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang wilayah 
kerjanya  bertempat di masing-masing eks karasidenan yang ada di seluruh 
Jawa Tengah.  
Dalam skripsi ini yang difokuskan untuk penelitian adalah Satuan 
Pengawasan Ketenegakerjaan Wilayah Pekalongan yang meliputi wilayah 
Kerja Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten 
Pemalang, Kabupaten Batang. Salah satu tugas dan kewenangan dari satuan 
pengawasan ketenagakerjaan wilayah pekalongan meliputi: 
1. Pemeriksaan Norma kerja yaitu waktu kerja waktu 
istirahat,upah,Tenaga Kerja Asing,hubungan industrial,tenaga 
kerja perempuan dan tenaga kerja anak.  
2. Pemeriksaan kesehatan keselamatan dan kecelakaan kecelakaan 
kerja.68 
Jumlah Penduduk Kabupaten Brebes Berdasarkan Data 





















Sumber Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes 2021.  
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 Dari data statistik jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Brebes 
berjumlah 1,98 jiwa dengan penduduk usia produktif sebesar 70,12%  dalam 
usia 15-64 tahun, Jumlah penduduk lansia sebesar 10,15% sedangkan ration 
jenis kelamin laki-laki lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah 
penduduk perempuan dengan jumlah total 102,87% .  
Dalam menjalankan tugasnya,Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan 
Wilayah Pekalongan bekerja sama dengan Dinas Perindustrian Kabupaten 
Brebes sehingga data-data tentang ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten 
Brebes akan ditampung oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Brebes dan 
akan dilaporkan kepada Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 
Pekalongan. Sehingga untuk mengetahui jumlah Tenaga Kerja Asing yang 
bekerja di Kabupaten Brebes maka terdapat hasil wawancara oleh staf dinas 
perindutrian dan tenaga kerja kabupaten Brebes yang dilakukan pada 
tanggal 12 Januari 2021 jumlah keseluruhan perusahaan di Kabupaten 
Brebes yaitu 42 perusahaan,ada 9 perusahaan yang memperkerjakan Tenaga 
Kerja Asing, akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika jumlah dari 
Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Kabupaten Brebes akan terus 
bertambah setiap waktunya. Meskipun mereka datang ke Kabupaten Brebes 
untuk menjadi tenaga professional dan bersifat sementara atau pekerja yang 
sifatnya tidak tetap, akan tetapi jumlah tersebut akan terus bertambah setiap 
waktunya. Perusahaan tersebut ialah69: 
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2 PT ILSUNG UTAMA     
3 PT SUMBER MASANDA JAYA     
4 PT DAEHAN GLOBAL     
5 PT SELIM ELEKTRO     
6 PTAGUNG PELITA INDUSTRINDO     
7 PT YEON HEUNG MEGASARI     
8 PT TAH SUNG HUNG     
9 BINTANG INDO KARYA GEMILANG     
Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Brebes Tahun 2021.  
Dari data yang telah didapat menunjukan sebagian besar Tenaga 
Kerja Asing berasal dari Negara Korea dan Cina karena sebagian besar 
investor yang mendirikan perusahaan di Kabupaten Brebes berasal dari 
Negara Korea dan Cina, dari jumlah keseluruhan tenaga kerja asing yang 
ada di Kabupaten Brebes dominan yang banyak bekerja adalah pekerja laki-
laki karena dari hasil survei yang telah dilakukan tenaga kerja laki-laki lebih 
banyak menjadi tenaga kerja profesional jika dibandingkan dengan tenaga 
kerja wanita yang lebih banyak menjadi tenaga kerja biasa.  
Setelah dilakukan survei lapangan kembali oleh penulis ke Dinas 
Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes pada Tanggal 2 Agustus 
2021, maka ada penambahan Tenaga Kerja Asing Kabupaten Brebes, jika 





dihitung per bulan maret 2021. Berikut adalah daftar tambahan Tenaga 
Kerja Asing Kabupaten Brebes Tahun 2021.  
No Nama 
Perusahaan 
























Park Gi Nam 
kewarganegaraan 
Korea Selatan 













Kim In Chool 
Kewarganegaraan 
Korea Selatan 














Hyung Kee Yoon  
Kewarganegaraan 
Korea Selatan 










Laki-laki  QC Manager 
9  PT.YEON 
HEUNG 
MEGASARI  




Laki-laki  Marketing 
Manager  
10  PT.YEON 
HEUNG 
MEGASARI 





Laki-laki  Wakil 
Direktur 
Utama 
11  PT.YEON 
HEUNG 
MEGASARI 





































Laki-laki  Direktur 
Utama  
15  PT.ILSUNG 
UTAMA  











Laki-laki  General 
Manager  
17  PT.ILSUNG 
UTAMA  
Lopez Rodaz 
Manuel De Jesus  
Kewarganegaraan 
Guaremala 
Laki-laki  Production 
Advistor  
18 PT.TAH SUNG 
HUN  
Ling Yun Chieh  
Kewarganegaraan 
Taiwan  
Laki-laki  Desidn 
Specialist 
19  PT.TAH SUNG 
HUN  
Hsu Li Te  
Kewarganegaraan 
Taiwan 
Laki-laki  Marketing 
Manager 





Laki-laki  Export 
Import 
Manager 




Korea Selatan  
Laki-laki PPIC 
Manager 





Laki-laki  Export 
Import 
Manager 
23  PT. DAEHAN 
GLOBAL 
Ra Hoon Joo 
Kewarganegaraan 
Korea Selatan  










Korea Selatan  
Laki-laki  Marketing 
Manager  
25  PT. DAEHAN 
GLOBAL 
Kim Sang Uk 
Kewarganegaraan 
Korea Selatan 
Laki-laki  Export 
Import 
Manager  
26  PT. DAEHAN 
GLOBAL 
Chi Sang Soon 
Kewarganegaraan 
Korea Selatan 
Perempuan  Production 
Manager 





Laki-laki  Export 
Import 
Manager  






Laki-laki  Factory 
Manager  
29  PT. AGUNG 
PELITA 
INDUSTRINDO  
Sng Jin Kim 
Kewarganegaraan 
Korea Selatan  
Laki-laki  Factory 
Manager  
Sumber Data Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Brebes Tahun 2021. 
Mereka datang ke Kabupaten Brebes untuk menjadi tenaga 
pendamping profesional bagi pekerja-pekerja yang berasal dari Kabupaten 
Brebes yang bertujuan untuk transfer teknologi sehingga apabila pekerja 
Indonesia sudah memahami pekerjaan yang telah diberikan oleh Tenaga 
Kerja Asing maka Tenaga Kerja Asing tersebut akan kembali ke negara 
asalnya.   
Satuan pengawasan ketenagakerjaan wilayah pekalongan 
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang tenaga kerja dan 
yang berkedudukan dibawah Gubernur Jawa Tengah dan memiliki 
tanggung jawab kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah 
Provinsi Jawa Tengah. Didalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 
52 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 





tepatnya terdapat di Bab ke VI Tentang kedudukan serta tugas dari Satuan 
Pengawasan Ketenagakerjaan yang meliputi: 
1. Kedudukan satuan pengawasan ketenagakerjaan merupakan 
bagian dari unsur pelaksana tugas operasional dana tau kegiatan 
teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan 
ketenagakerjaan. 
2. Satuan pengawasan ketenagakerjaan dipimpin oleh Kepala 
Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada kepala Dinas. Satuan pengawasan ketenagakerjaan 
mempunyai tugas yaitu melaknasakan tugas teknis operasional 
dan kegiatan teknis penunjang tertentu di bawah pengawasan 
ketenagakerjaan.  
3. Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional dibidang 
pengawasan ketenagakerjaan  
4. Menyiapkan pengoordinasian dari pelaksanaan teknis 
operasional di bidang pengawasan ketenagakerjaan. 
5. Menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan perusahaan terhadap 
norma kerja dan norma keselamatan serta kesehatan kerja. 
6. Menyiapkan evaluasi serta pelaporan dibidang pengawasan 
ketenagakerjaan dan melakukan tugas kedinasan lainnya yang 
diberikan oleh pimpinan.70  
                                                          
70https://disnakertrans.jatengprov.go.id/publik/profi-PengawasanKetenagakerjaan,Diakses Pada 






Fungsi dari Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 
Pekalongan yaitu:  
1. Untuk menjamin ketentuan hukum yang terkait dengan kondisi 
kerja dan perlindungan kerja ketika pekerja sedang melakukan 
pekerjaannya. Seperti dalam hal pemberian upah,jam kerja atau 
waktu kerja,keselamatan kesehatan dan kecelakaan kerja, hak 
dari pekerja perempuan atau pekerja anak.  
2. Untuk memberitahukan edukasi kepada tenaga kerja mengenai 
pelanggaran-pelanggaran yang tidak dilindungi oleh ketentuan 
hukum yang ada.71 
Dalam menjalankan tugasnya satuan pengawasan 
ketenagakerjaan wilayah Pekalongan harus berkoordinasi satu sama lain 
sehingga tugas yang akan dilakukan berjalan dengan singkron sesuai 
dengan tugas dan kewenangannya dari masing-masing bidang. Apabila 
terjadi adanya penyimpangan didalamnya maka harus mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang ada,jika satuan pengawasan ketenagakerjaan wilayah 
pekalongan telah melaksanakan tugasnya maka wajib membuat laporan 
yang akan diserahkan kepada kepala satuan pengawasan ketenagakerjaan 
sebagai bahan untuk penyusunan laporan yang lebih lanjut dan dalam 
melaksanakan tugasnya satuan pengawasan ketenagakerjaan wilayah 
                                                          






pekalongan wajib untuk mengadakan rapat secara berkala dalam 
melaksanakan evaluasi serta bimbingan kepada satuan pengawasan 
ketenagakerjaan wilayah pekalongan untuk lebih meningkatkan kualitas 
dalam menjalankan tugasnya.72 
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai tugas pokok 
serta fungsi dari Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pekalongan 
terhadap Tenaga Kerja Asing yang ada di Kabupaten Brebes,maka penulis 
melakukan wawancara kepada staf Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan 
Wilayah Pekalongan. Menurtunya dalam bidang pengawasan 
ketenagakerjaan memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan 
di bidang norma kerja,pengawasan norma  keselamatan dan kesehatan kerja 
serta penegakan hukum ketenagakerjaan.  
Dalam menjalankan tugasnya bidang pengawasan ketenagakerjaan 
memiliki 3 seksi :  
1. Seksi pengawasan norma kerja,jaminan social yang memiliki 
tugas menyiapkan bahan untuk melakukan kebijakan teknis 
pengawasan norma kerja serta jaminan social.  
a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan 
melaksanakan program norma kerja serta jaminan social. 
                                                          







b. Menyediakan fasilitas pelayanan,pembinaan pengkajian 
serta pengawasan norma umum dan norma khusus pada 
perusahaan yang ada di kota atau kabupaten. 
c. Memberikan fasilitas untuk dapat memberikan pelatihan 
kepada tenaga kerja serta pelatihan untuk pengawasan 
ketenagakerjaan.  
d. Melaksanakan tugas monitoring,pembinaan serta 
pengawasan,evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan 
pembinaan serta pengawasan.  
2. Seksi pengawasan norma keselamatan kesehatan kerja yang 
memiliki tugas sebagai berikut: 
a. Menyiapkan bahan pelatihan san sertifikan K3.  
b. Melaksanakan pengawasan,pemeriksaan serta monitoring 
dibidang keselamatan kesehatan kerja.  
c. Menyiapkan bahan monitoring untuk melakukan pelatihan 
K3 untuk pegawai satuan pengawasan kettenagakerjaan di 
wilayah Provinsi.  
3. Seksi penegakan hukum ketenagakerjaan yang diwakili oleh ibu 
Ika Rahmawati menjelaskan bahwa seksi penegakan hukum 
ketenagakerjaan  memiliki tugas sebagai: 
a. Melaksanakan penindakan atau penyidikan terhadap 






b. Melaksanakan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing 
(TKA) di setiap perusahaan.  
c. Melaksanakan bimbingan serta pengembangan Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil. 
d. Melaksanakan penegakan kasus yang masuk ke dalam ranah 
atau bidang ketenagakerjaan.73  
Selain itu terdapat pula tata cara bagi satuan pengawasan 
ketenagakerjaan  dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap suatu 
perusahaan. Tata caranya yaitu:  
a. Adanya peraturan yang prioritas,yaitu pelaksanaan 
pemeriksaan harus disusun terlebih dahulu dengan 
mementingkan prioritas yang akan dilakukan pemeriksaan.  
b. Pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan 
Pimpinan unit dari Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan 
Wilayah Pekalongan akan memberikan jadwal kepada 
masing-masing dari Pegawai Satuan Pengawasan Wilayah 
Pekalongan sebelum pelaksanaan tugasnya agar waktu yang 
diperlukan lebih efisien.  
c. Kunjungan ke perusahaan akan dilakukan apabila beberapa 
unit dari Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 
Pekalongan telah menerima jadwal yang ditentukan dari 
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pimpinan unit masing-masing sehingga dilakukan kunjungan 
ke perusahaan untuk dapat menjalankan tugasnya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
d. Pemeriksaan secara berkala yang dilakukan di perusahaan 
dengan melakukan kunjungan ke perusahaan yang dilakukan 
oleh Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 
Pekalongan paling lama dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 
tahun.  
e. Pemeriksaan secara khusus dalam pemeriksaan khusus 
dilakukan apabila terdapat laporan dari pekerja atau serikat 
buruh kepada Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 
Pekalongan karena adanya pelanggaran yang dilakukan di 
wilayah perusahaan sehingga perlu adanya pemeriksaan 
khusus yang lebih mendetail. Permasalahan yang dihadapi 
biasanya meliputi jam kerja,upah yang diterima tidak sesuai 
dengan Upah Minimal Regional (UMR),pemotongan upah 
yang tidak sah. Selain itu pemeriksaan berkali dilakukan 
apabila terdapat permasalahan pada keselamatan kerja yang 
meliputi cidera pada saat melakukan pekerjaan,pemeriksaan 
terhadap kelayakan mesin yang digunakan secara berkala 
dan terus menerus sehingga perlu diadakan pemeriksaan 
khusus.74  
                                                          





B. Kendala Yang Dihadapi Serta Proses Penegakkan Hukum Oleh Satuan 
Pengawasan Wilayah Pekalongan (Disnakertrans Provinsi Jawa 
Tengah) Terhadap Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Brebes.   
Masuknya investor asing mendorong dan memicu datangnya tenaga 
kerja asing yang harus menaati peraturan perundang-undangan yang ada 
agar tenaga kerja asing tidak sewenang-wenang dalam menjalankan 
tugasnya,maka diperlukan adanya peraturan yang mengatur tenaga kerja 
asing baik dalam aspek ketenagakerjaan maupun  pengaturan dalam aspek 
keimigrasian.75 Menurut Salim HS dan Budi Budi Sutrisno keberadaan 
investor asing bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam 
menjalankan usahnya,76 sehingga  keberadaan tenga kerja asing tidak dapat 
dihindari karena berlakunya pasar modal yang bebas dan merupakan salah 
satu kebutuhan dalam pembangunan nasional yang membutuhkan adanya 
tenaga alih teknologi tenaga kerja asing.77 
Tenaga Kerja Asing merupakan warga negara asing yang memegang 
visa untuk melakukan pekerjaan di Indonesia dengan batas waktu tertentu 
apabila hubungan kerja sudah habis maka Tenaga Kerja Asing tesebut 
akan dipulangkan ke negaranya masing-masing. Untuk dapat 
memperkerjakan Tenaga Kerja Asing maka suatu perusahaan harus 
                                                          
75Jurnal hukum kementerian hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia direktorat 
jendral peraturan perundang-undangan ,Tenaga kerja asing di Indonesia kebijakan dan 
implementasihttp://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&i
d=1427:tenaga-kerja-asing-di-indonesia-kebijakan-dan implementasi,diakes pada hari selasa 23 
maret 2021 Pukul 11.10 WIB.  
       76 Eddhie Praptono dan Soesi Idayanti Hukum Perusahaan,Yogyakarta : Tanah Air Beta,2020 
hlm. 91. 
       77Fiani Robot sanksi hukum  atas pelanggaran tenaga kerja asing di indonesia Lex Et Societatis 





memiliki surat izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing dah harus 
memiliki kedudukan atau profesi-profesi tertentu saja dalam artian tidak 
semua pekerjaan dapat diberikan kepada Tenaga Kerja Asing,karena jika 
semua pekerjaan diberikan kepada Tenaga Kerja Asing maka akan 
mempersulit Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan. 
Dalam menjalankan tugasnya Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan 
Wilayah Pekalongan juga memperhatikan Tenaga Kerja Asing untuk 
mendapatkan hak-haknya. Hak Tenaga Kerja Asing yaitu: 
1. Tenaga Kerja Asing harus memiliki kedudukan khusus  
2. Adanya jabatan-jabatan khusus yang dilarang untuk diduduki 
oleh Tenaga Kerja Asing.78 
3. Penggunaan Tenaga Kerja Asing beserta pelaksanaan 
Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping.  
Untuk dapat bekerja di Indonesia tentunya Warga Negara Asing 
harus memiliki izin tinggal yang diberikan oleh pejabat yang berwenang 
untuk dapat memperkerjakan Tenaga Kerja Asing agar menerima upah dan 
hak sebagaimana mestinya yang harus diterima oleh pekerja. Terdapat dua 
(2) jenis perizinan yang dapat digunakan oleh Tenaga Kerja Asing,yakni:  
1. Izin memperkerjakan tenaga kerja asing. 
2. Izin melakukan pekerjaan bebas.  
Sedangkan izin memperkerjakan tenaga kerja asing terdapat 3 jenis,yaitu: 
                                                          
78https://www.google.com/search?q=pengawasan+terhadap+TKA+MENURUT+uu+NO+13+t
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1. Izin tenaga kerja asing baru. 
2. Izin tenaga perpanjangan tenaga kerja asing.  
3. Izin pindah jabatan tenaga kerja asing.  
Dalam menjalankan tugasnya khususnya terhadap Tenaga Kerja 
Asing di Kabupaten Brebes,maka Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan 
Wilayah Pekalongan harus memperhatikan Undang-Undang 
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Cipta Kerja 
Pasal 43 & 44 tentang Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah 
Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pelaksana Penggunaan Tenaga Kerja 
Asing dan berpedoman kepada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 
52 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan 
Teknis Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa 
Tengah. Dari hasil wawancara yang telah didapat dengan Ika Rahmawati 
selaku staf  Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pekalongan 
yang menyebutkan bahwa jika suatu perusahaan akan mempekerjakan 
Tenaga Kerja Asing maka harus memenuhi syarat seperti yang disebutkan 
dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan,syarat-syarat tersebut 
diantaranya harus memiliki suarat izin tertulis yang dikeluarkan oleh 
menteri atau pejabat yang memiliki kewenangan untuk dapat bekerja di 
Indonesia,mempunyai rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing yang 
didalamnya terdapat alasan,terdapat jangka waktu serta jenis jabatan yang 





harus membuat Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing terlebih dahulu 
sebelum mendatangkan Warga Negara Asing tersebut.  
Dalam memperkerjakan Tenaga Kerja Asing suatu perusahaan 
berkewajiban untuk memberikan pekerjaan hanya dalam bidang tertentu 
atau sebagai tenaga alih teknologi untuk warga negara Indonesia serta 
kewajiban perusahaan untuk mengembalikan ke negara asalnya apabila 
kontrak kerja dengan perusahaan sudah habis. Tenaga Kerja Indonesia 
yang ditunjuk sebagai tenaga pendamping untuk Tenaga Kerja Asing ialah 
Warga Negara Indonesia yang telah ditunjuk dan sudah dipersiapkan 
sebagai tenaga pendamping. oleh sebab itu suatu perusahaan seharusnya 
mengangkat pendamping Tenaga Kerja Asing agar dapat menduduki 
posisinya ketika Tenaga Kerja Asing telah habis masa kerjanya di 
Indonesia. Penggunaan Tenaga Kerja Asing bersifat sementara selama 
Tenaga Kerja Indonesia belum mampu untuk melaksanakan pekerjaan 
tersebut. Apabila Tenaga Kerja Indonesia sudah mampu melakukan 
pekerjaannya,maka kontrak kerja Tenaga Kerja Asing akan 
diberhentikan79 
Didalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan Pasal 44 mengenai Rencana penggunaan Tenaga Kerja 
Asing atau RPTKA pemberi kerja tenaga kerja asingg wajib untuk menaati 
segala ketentuan yang mengenai jabatan serta menaati standar pompetensi 
yang masih berlaku sedangkan setelah diundangkan Undang-undang Cipta 
                                                          





Kerja Omnibus law mengenai kewajiban untuk menaati ketentuan yang 
mengenai jabatan dan kompetensi dari tenaga kerja asing dihilangkan dan 
mengenai izin penggunaan Tenaga Kerja Asing yang dahulu diatur di 
dalam undang-undang ketenagakerjaan pada Pasal 42 ayat 1 yang 
menyatakan bahwa pemberi kerja yang akan memperkerjakan tenaga kerja 
asing maka wajib untuk memiliki izin tertulis baik dari menteri maupun 
dari pejabat yang terkait, setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja 
maka izin tertulis penggunaan tenaga kerja asing diganti dengan 
pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing  maka terdapat 
kesulitan pada pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan 
Ketenagakerjaan untuk mengawasi Tenaga Kerja Asing,karena jika 
Tenaga Kerja Asing ingin bekerja di Indonesia tidak diperlukan adanya 
surat izin masuk dari pejabat kementerian yang berwenang akan tetapi  
hanya menggunakan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 
saja,maka dengan persyaratan yang begitu mudah banyak perusahaan yang 
menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk dapat bekerja diperusahaan 
mereka,perusahaan tersebut hanya membutuhkan Rencana Penggunaan 
Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan dari perusahaan dan tidak perlu 
adanya surat izin untuk masuk ke Indonesia80 sehingga salah hal tersebut 
menjadi kendala bagi satuan pengawasan ketenagakerjaan wilayah 
pekalongan dalam menjalankan tugasnya.   
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Dalam menjalankan tugasnya Satuan Pengawasan Ketenaakerjaan 
Wilayah Pekalongan mengalami beberapa kendala. Kendala dalam 
penegakan hukum ketenagakerjaan bermula dari adanya kelemahan pada 
system hukum ketenagakerjaan,semua komponen didalamnya mengalami 
kepincangan sehingga tidak dapat terwujud sebagai system satuan yang 
utuh.81Menurut Ika Rahmawati selaku staf satuan pengawasan 
ketenagakerjaan wilayah pekalongan terdapat beberapa hal yang menjadi 
kendala dalam mengawasi tenaga kerja asing di kabupaten brebes antara 
lain yaitu : 
1. Adanya ketidak sinkronan data antara data yang dimiliki oleh 
dinas perindustrian dan tenaga kerja kabupaten brebes dengan 
satuan pengawasan ketenagakerjaan wilayah pekalongan. 
Didalam dinas perindustrian dan tenaga kerja kabupaten brebes 
menampung data-data yang memuat indentitas dan jumlah dari 
tenaga kerja asing yang ada di kabupaten brebes,seharusnya data 
tersebut di sampaikan dan kepada satuan pengawasan 
ketenagakerjaan wilayah pekalongan untuk 82 
2. melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing. Tetapi 
didalam prakteknya data tersebut tidak di sampaikan kepada 
satuan ketenagakerjaan wilayah pekalongan yang berwenang 
untuk melakukan pengawasan,tetapi dinas perindustrian dan 
                                                          
       81Umi Kalsum Publikasi ilmiah penegakan hukum terhadap perusahaan perkebunan kelapa 
sawit di kabupaten ketapang yang melanggar pasal 90 ayat 1 undang-undang ketenagakerjaan  
       82Wawancara dengan Ika Rahmawati,staf Satwasnaker wilayah Pekalongan,di kantor Satuan 





ketenagakerjaan melakukan pengawasan sendiri terhadap tenaga 
kerja asing di kebupaten brebes tanpa melibatkan satuan 
pengawasan ketenagakerjaan wilayah pekalongan. Terkendala 
jarak yang cukup untuk melakukan pengawasan terhadap 
perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing 
di kabupaten brebes karena lokasi satuan ketenagakerjaan berada 
di wilayah pekalongan maka untuk menindak pelanggaran yang 
telah dilakukan oleh tenaga kerja asing yang berada di kabupaten 
brebes harus membutuhkan waktu yang cukup lama.  
3. Banyaknya tenaga kerja asing yang tidak taat dengan hukum 
salah satunya tidak memberi tahukan keberadaannya kepada 
satuan pengawasan ketenagakerjaan wilayah 
pekalongan,sehingga  tidak memiliki data yang pasti dari tenaga 
kerja asing yang ada di kabupaten Brebes.83 
4. Masih lemahnya penegakan hukum dibidang ketenagakerjaan 
yang seharusnya dilakukan oleh satuan pengawasan 
ketenagakerjaan wilayah Pekalongan terhadap tenaga kerja asing 
yang ada di Kabupaten Brebes 
5. Apabila suatu perusahaan akan memperkerjakan Tenaga Kerja 
Asing maka perusahaan tersebut harus menunjuk tenaga kerja 
domestic sebagai tenaga pendamping dan transfer bidang 
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keahlian kepada Tenaga Kerja Asing tersebut. Dan dalam hal 
tersebut harus di tuangkan dalam Surat Keputusan atau SK yang 
didalamnya memuat identitas dari tenaga kerja domestic maupun 
tenaga kerja asing. Hal tersebut banyak sekali tidak dilakukan 
oleh suatu perusahaan dalam menjalankan tugasnya. Tentunya 
menjadi salah satu kendala bagi satuan pengawasan 
ketenagakerjaan wilayah pekalongan untuk menjalankan 
wewenangnya. 
6. Keterbatasan jumlah pengawas ketenagakerjaan di wilayah 
pekalongan yang tidak sebanding dengan jumlah perusahaan-
perusahaan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah 
tenaga pengawas akan menimbulkan kendala dalam 
menjalankan tugas pengawasan, jumlah pengawas yang ada di 
satuan pengawasan ketenagakerjaan wilayah pekalongan adalah 
18 pengawas sedangkan jumlah total perusahaan yang 
memperkerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Brebes yaitu 
42 perusahaan dengan jumlah total Tenaga Kerja Asing 37 
orang. hal tersebut menjadi salah satu kendala yang dialami oleh 
satuan pengawasan ketenagakerjaan wilayah Pekalongan dalam 
menjalankan tugasnya.84 
                                                          
           84Wawancara dengan Ika Rahmawati,staf Satwasnaker wilayah Pekalongan,di kantor Satuan 





Dalam menjalankan pengawasan satuan pengawasan ketenagakerjaan 
wilayah Pekalongan juga mengalami berbagai keterbatasan khususnya 
dalam penegakan hukum ketenagakerjaan,menurut soerjono soekanto 
terdapat lima factor yang dapat mempengaruhi penegakan huku,antara lain 
yaitu,dari segi hukum itu sendiri.Penegakan hukum.Sarana atau fasilitas 
serta masyarakat. Sedangan dari segi hukum dipengaruhi oleh 3 hal antara 
lain tidak diikutinya asas yang sesuai dengan Undang-undang,belum ada 
aturan pelaksana yang dibutuhkan serta adanya ketidak jelasan arti kata 
dari undang-undang85   
Salah satu asas dari undang-undang yang tidak dapat terpenuhi yaitu 
asas sinkronisasi pengaturan. Aturan yang tidak sinkron tersebut mengenai 
kedudukan dari pengawas ketenagakerjaan. Menurut undang-undang 
nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan kedudukan pengawas 
ketenagakerjaan berada pada pemerintahan pusat,pemerintah daerah atau 
pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan menurut undang-undang nomor 
21 tahun 2003 tentang pengesahan konvensi ILO kedudukan pengawasan 
ketenagakerjaan berada di pemerintahan pusat. Salain itu ada diatur pula 
pada undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 
(PEMDA) bahwa pengawasan ketenagakerjaan hanya dilakukan oleh 
pemerintah pusat atau provinsi.   
                                                          






Selain itu menurut Soerjono Soekanto dari segi penegakan hukum pada 
pengawasan ketenagakerjaan terdapat factor-faktor yang 
menghalanginya,salah satunya yaitu keterbatasan untuk menempatkan diri 
dan minimnya kemampuan untuk menunda pemuasan kebutuhan terutama 
pada kebutuhan materiil. Factor yang kedua yaitu dalam upaya penegakan 
hukum ketenagakerjaan keterbatasan menempatkan diri dipengaruhi 
karena system perekrutan tenaga pengawas yang dipengaruhi oleh 
kebijakan dari pejabat daerah sehingga pengawas tidak berkehendak 
secara bebas. Sedangkan jika dilihat dari sarana prasarana yang dimiliki 
oleh satuan pengawasan ketenagakerjaan peningkatan kualitas 
pengawasan terhambat karena system kepegawaian dari tenaga pengawas 
karena posisi pengawas sangat sangat dipengaruhi oleh pejabat pemerintah 
daerah. Namun didalam prakteknya banyak ditemukan tenaga pengawas 
ketenagakerjaan yang sudah dilatih sehingga menggunakan dana yang 
tidak sedikit yang kemudian dipindahkan ke bidang lain.  
Salain itu permasalahan lainnya yaitu pada saat mengawasi tenaga 
kerja asing. Pengawasan terhadap tenaga kerja asing tidak hanya dilakukan 
oleh satuan pengawasan ketenagakerjaan saja melainkan juga dilakukan 
oleh keimigrasian,kepolisian hal tersebut akan mengakibatkan over 
planning kewenangan karena di dalam undang-undang nomor 13 tahun 
2003 tentang ketenagakerjaan diatur adanya Tenaga Kerja Asing sebagai 
salah satu objek pengawasan dari satuan pengawasan ketenagakerjaan dan 





diatur adanya pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing sebagai salah satu 
objek dari pengawasan. 
Ditariknya satuan pengawasan ketenagakerjaan ke tingkat provinsi 
juga menjadikan kendala bagi mereka untuk menjalankan tugasnya,karena 
berpengaruh kepada dana anggaran dan sejumlah ketersediaan peralatan 
yang ada.86 Adapun penegakan hukum yang dilakukan oleh satuan 
pengawasan ketenagakerjaan wilayah pekalongan terhadap perusahaan 
yang melanggar ketentuan didalam peraturan perundang-undangan yaitu: 
1. Sanksi administrative yang berbentuk teguran,peringatan 
tertulis,pembatasan kegiatan perusahaan,pembatalan 
persetujuan,pembatalan pendaftaran,penghentian sementara,atau 
seluruh alat produksi,hingga pencabutan izin usaha. 
2. Sanksi pidana.  
3. Sanksi pidana dapat berupa denda,kurungan maupun penjara.87 
Sanksi yang dapat diterapkan bagi Tenaga Kerja Asing yang 





                                                          
       86 Ibid Luthvi Febryka Nola, 
        87https://sleekr.co/blog/sanksi-bagi-perusahaan-yang-melanggar-peraturan-perundang-






KESIMPULAN DAN SARAN   
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil dari semua pembahasan serta rumusan masalah 
yang sudah dibahas,maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:  
1. Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh penyidik pengawai 
negeri sipil (PPNS) yang keberadaannya di tingkat Provinsi. Selain 
melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja Indonesia maupun 
Tenaga Kerja asing pengawas ketenagakerjaan juga melakukan 
pengawasan yang bersifat pencegahan atau bersifat preventif juga 
melakukan penindakan atau represif. Pasca diberlakukannya 
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
Daerah, penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan menjadi 
kewenangan pemerintah provinsi,yang sebelumnya kewenangan 
tersebut ada pada pemerintah daerah kabupaten atau kota.  
2. Didalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan Pasal 44 mengenai Rencana penggunaan Tenaga 
Kerja Asing atau RPTKA pemberi kerja tenaga kerja asingg wajib 
untuk menaati segala ketentuan yang mengenai jabatan serta menaati 
standar pompetensi yang masih berlaku sedangkan setelah 
diundangkan Undang-undang Cipta Kerja Omnibus law mengenai 
kewajiban untuk menaati ketentuan yang mengenai jabatan dan 





penggunaan Tenaga Kerja Asing yang dahulu diatur di dalam 
undang-undang ketenagakerjaan pada Pasal 42 ayat 1 yang 
menyatakan bahwa pemberi kerja yang akan memperkerjakan 
tenaga kerja asing maka wajib untuk memiliki izin tertulis baik dari 
menteri maupun dari pejabat yang terkait, setelah adanya Undang-
Undang Cipta Kerja maka izin tertulis penggunaan tenaga kerja 
asing diganti dengan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja 
asing  maka terdapat kesulitan pada pengawasan yang dilakukan 
oleh Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan untuk mengawasi Tenaga 
Kerja Asing. 
B. Saran  
Berdasarkan hasil dari semua pembahasan serta rumusan masalah 
yang sudah dibahas, maka penulis memberi saran sebagai berikut: 
1. Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Pengawasan 
Ketenagakerjaan Wilayah Pekalongan sudah sesuai dengan 
Tugas Pokok serta fungsi yang ada, hanya saja agar dapat 
ditingkatkan lagi sehingga penegakan hukum ketenagakerjaan di 
Wilayah Brebes khususnya terhadap Tenaga Kerja Asing dapat 
terjamin.  
2. Seharusnya adanya koordinasi antara dinas bersangkutan 
mengenai jumlah Tenaga Kerja Asing sehingga tidak terjadi 
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